
Perekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   Sulteng LANGGANAN: RP.100.000,-  | ECERAN: RP.5.000,-Rabu, 24 DESEMBER 2025  |  8 HALAMAN Perekat   Rakyat   Sulteng

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN

Duel Sengit
di Bambalemo, 

Khatulistiwa Lemusa 
Tumbangkan Pasir 

Putih 3-2

Ali Shaath Mulai 
Pimpin Komite Transisi 

Administrasi Gaza

Faradiba Zaenong 
Calon Tunggal di Mukab 
Kadin Parigi Moutong

SENIN, 19 JANUARI 2026  |  8 HALAMAN

Baca 1.981 KMP Hal. 7

Baca KORBAN Hal. 7

Baca DUEL Hal. 7

Baca KADIN Hal. 7

Baca PEMKAB Hal. 7

Baca GAZAI Hal. 7

Satu Korban Pesawat ATR Ditemukan 
Berada di Jurang 200 Meter

Sebanyak 1.981 KMP Telah Terbentuk di Sulteng

PENAMPAKAN puing-puing pesawat ATR 42-500 yang ditemukan Tim SAR Gabungan dalam operasi pencarian 
di Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia,Ahad (18/1/2026). FOTO: BASARNAS VIA EPA

SULTENG RAYA — Basarnas berhasil men-
gevakuasi satu korban pesawat ATR 42-

500 yang ditemukan jatuh ke dalam jurang 
berkedalaman sekitar 200 meter di kawasan 
Bukit Bulusaraung, Kabupaten Pangkep-Ma-

ros, Sulawesi Selatan, Ahad (18/1/2026). KRONOLOGI
Sabtu (17/1)

08.08 WIB
Pesawat lepas landas dari Bandara 
Adisutjipto Yogyakarta, membawa 
10 orang ( 7 kru dan 3 penum-
pang).

Minggu (18/1)

07.17 WITA
Tim patroli udara menemukan ser-
pirahan berwarna putih di wilayah 
Taman Nasional Bantimurung-Bul-
saraung, Kabupaten Maros.

Minggu (18/1)

08.02 WITA
Tim darat menemukan serpihan 
besar pesawat di sisi utara puncak  
bukit.

Sabtu (17/1)

13.37 WITA
Pesawat dilaporkan hilang kontak.

1

2

3

4

Deputi Operasi dan Ke-
siapsiagaan Basarnas, Edy 
Prakoso saat dikonfi rmasi di 
Jakarta, Ahad mengatakan 
bahwa korban ditemukan 
pada pukul 14.20 WITA 
pada koordinat 04°54’44” LS 
dan 119°44’48” BT.

“Di kedalaman jurang se-
kitar kurang lebih 200 meter, 
saat ini sedang berlangsung 

proses evakuasi,” kata dia.
Kepala Kantor SAR Ma-

kassar selaku SAR Mission 
Coordinator (SMC) meng-
konfi rmasi korban dengan 
jenis kelamin laki-laki terse-
but berada di sekitar serpi-
han pesawat dan saat ini se-
dang dievakuasi mengguna-

SALAH satu gerai Koperasi Merah Putih yang telah beroperasi. FOTO: ANTARA/DINAS KOPERASI SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah (Pemprov Sulteng) 
mengatakan sebanyak 1.981 
Koperasi Merah Putih telah 
terbentuk di wilayah itu 
dan telah memiliki legalitas 
lengkap.

“Jumlah tersebut disesuai-
kan dari total desa dan kelu-

rahan yang ada di Sulawesi 
Tengah, yakni 1.842 desa 
dan 175 kelurahan. Namun, 
terdapat 70 desa yang berga-
bung membentuk 34 kopera-
si, sehingga total terbentuk 
menjadi 1.981 koperasi,” 
kata Kepala Bidang Pember-
dayaan dan Pengembangan 
Koperasi Dinas Koperasi 

dan UKM Sulawesi Tengah, 
Henny Anggraini di Palu, 
Minggu.

Ia mengemukakan, saat ini 
seluruh desa dan kelurahan 
di Sulawesi Tengah telah 
membentuk Koperasi Merah 
Putih dan sudah memiliki 
badan hukum. Setelah tahap 
pembentukan, pemerintah 

daerah kini memasuki fase 
penguatan kapasitas pen-
gurus koperasi.

“Khususnya peningkatan 
kemampuan sumber daya 
manusia (SDM) dan pen-
guatan kelembagaan ser-
ta unit usaha koperasi,” 
ujarnya.

Henny menjelaskan, pe-

merintah juga tengah mem-
proses penyediaan lahan 
untuk pembangunan kantor 
koperasi, gerai sembako, 
dan gudang, yang pen-
danaannya bersumber dari 
Dana Desa maupun Dana 
Bagi Hasil (DBH).

KETUA PANITIA Pengarah, Mahamudin menyampaikan 
keterangan pers di Sekretariat Panitia Mukab Kadin Parmout, 
Minggu (18/1/2026). FOTO: ASLAN LAEHO

SULTENG RAYA – Dinamika Musyawarah Ka-
bupaten (Mukab) ke- V Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) Parigi Moutong jelang pelaksanaannya 
pada 21 Januari 2026 mulai menemukan titik terang. 

Dari seluruh tahapan penjaringan calon Ketua 
Kadin Parigi Moutong periode 2026–2031, hanya 
satu nama yang dinyatakan memenuhi syarat pen-
calonan. Situasi ini membuka peluang besar Mukab 
berlangsung secara aklamasi.

Kepastian tersebut disampaikan Ketua Panitia 
Pengarah Mukab Kadin Parigi Moutong, Mahamu-
din, S.Sos saat memberikan keterangan pers di 
Sekretariat Panitia Mukab, Minggu (18/1/2026). 
Ia menjelaskan, dari dua bakal calon yang sempat 
mengambil sekaligus mengembalikan formulir 
pendaftaran, hanya satu yang lolos verifi kasi ad-
ministrasi.

GUBERNUR BERANI CUP 2026

PERTANDINGAN Khatulistiwa Lemusa menghadapi Pasir 
Putih Tumpapa di lapangan Patriot Bambalemo, Minggu sore 
(18/1/2026). FOTO: ASLAN LAEHO

SULTENG RAYA – Laga hidup-mati tersaji di 
Lapangan Patriot, Desa Bambalemo, Minggu sore 
(18/1/2026). Khatulistiwa Lemusa tampil solid 
dan penuh determinasi untuk menyingkirkan Pasir 
Putih Tumpapa dengan skor tipis 3-2 pada lanjutan 
Turnamen Sepakbola Gubernur BERANI Cup 2026.

Pasir Putih yang wajib menang demi menjaga 
asa lolos ke fase berikutnya langsung tampil agresif 
sejak peluit awal. Lini tengah yang digalang Moh 
Rifaldi Pakaya dan Moh Irsan Harsal menjadi motor 
serangan, menyuplai bola ke trio penyerang Karim 
Pakaya, Muhamad Ariya, dan Virgo Adha Kaloso. 
Tekanan bertubi-tubi sempat membuat barisan 
belakang Khatulistiwa yang dikomandoi Fandi, 
Raifan, dan Rafl i bekerja ekstra keras.

Hasilnya cepat terlihat. Baru berjalan empat 
menit, Pasir Putih membuka keunggulan lewat 

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Kabupaten Sigi, 
memerintahkan Inspektorat 
setempat untuk segera mela-
kukan pemeriksaan khusus 
terhadap Kepala Desa (Ka-
des) Sigimpu, Kecamatan 
Sigi Kota terkait dugaan 
penyalahgunaan dana desa.

“Jadi saat ini sedang di-
upayakan agar Inspektorat 
melakukan pemeriksaan 
khusus kepada kades Si-
gimpu,” kata Wakil Bupati 
Sigi Samuel Yansen Pongi 
saat ditemui awak media di 
Kabupaten Sigi, Sabtu. 

 Ia mengemukakan agar 
masyarakat tidak melaku-
kan aksi anarkisme terma-

suk penyegelan kantor desa 
tersebut.

 “Saya minta kepada 
masyarakat untuk tidak me-
lakukan penyegelan kantor 
desa karena itu untuk kantor 
pelayanan dan jangan anar-
kis,” ucapnya. 

 Ia menuturkan segera 
memberhentikan semen-
tara kades Sigimpu dari 
jabatannya apabila sudah 
ada rekomendasi pemeriks-
aan khusus dari inspektorat 
setempat.

 “Kami ini sudah mau 
memberhentikan sementara 
kepala desa Sigimpu hanya 
masih terkendala dengan 
aturan karena tidak mung-

kin kita berhentikan tanpa 
aturan, dalam aturan baru 
bisa diberhentikan sementa-
ra apabila sudah ada peme-
riksaan khusus,” sebutnya.

 Menurut dia, setelah ada 
rekomendasi pemeriksaan 
khusus maka langsung pe-
merintah daerah berhenti-
kan sementara dari jabatan-
nya sebagai Kades Sigimpu.

 “Tentunya untuk mem-
berhentikan kepala desa ini 
ada tahapan yang harus dila-
kukan, sebab pemberhentian 
ini harus ada bukti hukum 
kalau yang bersangkutan 
salah, untuk membuktikan 

WAKIL Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi. FOTO: ANTARA/PEMKAB SIGI

Pemkab Sigi 
Perintahkan Inspektorat 

Periksa Kades Sigimpu

PARA SISWA di Sekolah Pendidikan Al-Shamal, yang terletak hanya 100 meter dari “Garis Kuning” di Kamp 
Pengungsi Jabalia, Jalur Gaza utara pada 12 Januari 2026. FOTO: XINHUA/RIZEK ABDELJAWAD

SULTENG RAYA - Dr. 
Ali Shaath resmi memu-
lai tugasnya sebagai ketua 
Komite Nasional Adminis-
trasi Gaza (NCAG), dengan 
langkah pertama mengesah-
kan dan menandatangani 
pernyataan misi lembaga 
tersebut.

“Sebagai tindakan resmi 
pertama saya hari ini, saya 
mengadopsi dan menan-
datangani Pernyataan Misi 
NCAG, yang menegaskan 

mandat pemerintahan dan 
prinsip operasional kami,” 
kata Shaath dalam pernya-
taan di platform X, Sabtu 
malam.

Ia menyebut NCAG di-
bentuk berdasarkan Resolusi 
Dewan Keamanan PBB 2803 
serta Rencana Perdamaian 
20 Poin Presiden Amerika 
Serikat Donald J. Trump, 
dengan mandat mengelola 
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SULTENG RAYA – Seorang pe-
muda yang merampok sebuah gerai 
minimarket Indomaret di Kelurahan 
Kayumalue, babak belur dihakimi 
massa, Minggu (18/1/2026) pagi. 
Saat beraksi, pelaku juga sempat 
mengancam karyawan Indomaret itu 
dengan sebilah parang lalu mengam-
bil barang berharga milik korban dan 
menyekapnya. 

Informasi yang dihimpun, saat itu 
sekira pukul 06.55 Wita, Rifaldi (21), 
karyawan Indomaret Kayumalue, 
tiba di tempat kerja, saat sedang men-
yiapkan perangkat kerja, tiba-tiba 
seorang pria masuk ke dalam mini 
market tersebut yang memang masih 
sepi, lalu megancam korban dengan 
parang dan merampas Hand Phone 
korban.

Tak hanya itu, korban juga dipaksa 
untuk membuka kode atau kunci 
brankas, namun korban mengaku 
tidak memegang kunci brankas ter-
sebut, pelaku akhirnya menyekap 
korban, kemudian menutup mulut 
dan mengikat tangan korban dengan 

lakban.  Tak lama kemudian, Kepala 
Shift Indomaret, Suci Ramadani, 
yang tiba di mini market itu pun 
kaget ketika mendapati pelaku yang 
masih menggenggam parang berada 
di dalam mini market itu, iapun 
langsung bergegas keluar sambil 
berteriak meminta tolong kepada 
warga sekitar. 

Mendengar itu, pelaku pun langs-
ung melarikan diri menggunakan 
sepeda motor, namun upaya untuk 
kabur sudah terhadang warga dan 
langsung membekuk pelaku. Tidak 
lama berselang, personel piket Polsek 
Tawaeli tiba di lokasi dan menga-
mankan pelaku yang mengalami luka 
dibagian wajah dan tubuhnya alibat 
amukan massa. Pelaku dilarikan ke 
RSD Madani untuk mendapatkan pe-
rawatan medis sebelum diamankan 
ke Mapolsek Tawaeli. 

Kapolsek Tawaeli Iptu Zulham Ab-
dillah, menyampaikan dari insiden 
itu, korban berhasil diselamatkan 
berkat respons cepat dan keberani-
an warga. “Alhamdulillah, korban 

dalam keadaan selamat dan pelaku 
berhasil diamankan tanpa ada kor-
ban jiwa,” ujar Zulham. 

Dia juga mengapresiasi kepedulian 
masyarakat, namun mengingatkan 
agar tidak melakukan tindakan main 
hakim sendiri. “Kami mengapresiasi 
kepedulian warga, tetapi kami imbau 
agar masyarakat tetap menyerahkan 
sepenuhnya penanganan hukum 
kepada kepolisian,”tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolsek Tawaeli 
memastikan proses hukum terhadap 
pelaku berjalan sesuai aturan.

“Pelaku akan diproses secara pro-
fesional dan transparan, sementara 
korban mendapatkan pendampin-
gan,” tutupnya.

Dari tangan pelaku, polisi menga-
mankan barang bukti berupa sebilah 
parang, satu unit sepeda motor Ya-
maha Mio M3 warna merah, uang 
tunai Rp485 ribu, rokok berbagai 
merek sebanyak 45 bungkus, serta 
satu unit ponsel milik korban. Total 
kerugian diperkirakan mencapai 
Rp4.972.800. AMR

SULTENG RAYA – Polsek Lore 
Utara bersama Bhayangkari Ranting 
Lore Utara menggelar kegiatan bakti 
sosial berupa pengobatan gratis dan 
pembagian sembako di wilayah 
Kecamatan Lore Timur, Kabupaten 
Poso. Kegiatan tersebut dilaksanakan 
pada Sabtu (17/1/2026) di Desa Wi-
nowanga dan Desa Mekarsari.

Bakti sosial ini menyasar warga 
kurang mampu dan tidak bisa ke 
fasilitas kesehatan akibat lumpuh 
sudah terbaring lama di rumah 
(menahun). Pengobatan dilakukan 
dengan sistem door to door atau 
kunjungan langsung ke rumah warga 
yang sedang sakit, sehingga mereka 
tetap mendapatkan pelayanan medis 
meski tidak dapat datang ke lokasi 
kegiatan.

Selain layanan pengobatan gratis, 
Polsek Lore Utara dan Bhayangkari 
juga menyalurkan bantuan sembako 
berupa beras, gula, kopi, dan minyak 
goreng. Bantuan tersebut diharap-
kan dapat membantu meringankan 
beban kebutuhan sehari-hari masy-

arakat penerima manfaat.
Pelayanan kesehatan dalam kegi-

atan ini ditangani langsung oleh Ka-
polsek Lore Utara Iptu Jefri Hendrik 
Tania, yang memiliki latar belakang 
di bidang kesehatan dibantu personel 
Polsek Lore Utara dan Bhayangkari 
Ranting Lore Utara. 

Sejumlah warga dengan diagnosa 
stroke, kelumpuhan, hingga gang-
guan kesehatan menahun mendapat 
pemeriksaan tekanan darah, kole-
sterol, asam urat, gula darah, serta 
pemberian obat dan vitamin.

Kegiatan bakti sosial tersebut di-
hadiri unsur pemerintah desa dan 
kepolisian setempat, di antaranya 
Kepala Desa Winowanga, Sekretaris 
Desa Mekarsari, para Bhabinkam-
tibmas, anggota Polsek Lore Utara, 
Bhayangkari, serta sekitar 20 warga 
masyarakat.

Jefri mengatakan, kegiatan ini me-
rupakan wujud implementasi motto 
Polri “Polri Untuk Masyarakat” serta 
Bhayangkari dengan semangat “Bha-
yangkari Peduli”. 

Menurutnya, Polri tidak hanya hadir 
dalam menjaga kamtibmas, tetapi juga 
berperan dalam meningkatkan kese-
jahteraan dan kesehatan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kami ingin 
memastikan kehadiran Polri be-
nar-benar dirasakan langsung oleh 
masyarakat, khususnya mereka yang 
membutuhkan pelayanan kesehatan 
dan bantuan sosial,” ujar Jefri.

Ia menambahkan, bakti sosial be-
rupa pengobatan gratis dan pemba-
gian sembako merupakan program 
kerja Polsek Lore Utara yang akan 
dilaksanakan secara berkelanjutan. 

Sementara itu, Sekretaris Desa 
Mekarsari Dewa Putu Periantara 
mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia 
menyampaikan terima kasih kepada 
Kapolres Poso melalui Kapolsek Lore 
Utara dan Bhayangkari atas kepedu-
lian terhadap masyarakat. 

“Kegiatan ini sangat luar biasa 
karena membantu warga dari sisi 
kesehatan sekaligus mempererat 
hubungan antara masyarakat dan 
kepolisian,” ujarnya. AMR

PELAKU pencurian mini market Indomaret di Kelurahan Kayumalue, saat diamankan di Mapolsek Tawaeli bersama beberapa 
barang bukti, Minggu (18/1/2026). FOTO: POLSEK TAWAELI

Merampok di 
Indomaret, Seorang 
Pemuda Diamuk Massa

Baksos Polsek Lore Utara 
Menyasar Warga Lore Timur 

SULTENG RAYA — Kebakaran 
melanda satu unit rumah warga 
di Jalan Malontara, BTN Pengawu 
Blok J II, Kelurahan Pengawu, 
Kecamatan Tatanga, Kota Palu, 
Minggu (18/1/2026) siang. 

Kapolsek Palu Selatan AKP 
Muhammad Kasim, S.H., menyam-
paikan bahwa rumah yang terbakar 
diketahui milik Drs. Hapri, MA 
(63), seorang dosen, saat kejadian, 
pemilik rumah tidak berada di 
lokasi karena menghadiri acara 
kedukaan.

Kebakaran pertama kali dike-
tahui oleh saksi Mechdam Ali (37), 
anak dari pemilik rumah, yang saat 
itu berada di dalam rumah bersama 
istri dan anaknya. Ia mencium bau 
asap dan kemudian memeriksa se-
keliling rumah. Saat naik ke lantai 
dua, saksi melihat kepulan asap 
disertai api yang mulai membesar 
di salah satu sudut plafon rumah.

Mengetahui hal tersebut, saksi 
segera berteriak meminta perto-
longan dan keluar rumah. Bersa-
ma warga sekitar, saksi berupaya 
melakukan pemadaman api secara 
manual sambil menunggu kedatan-
gan petugas pemadam kebakaran.

Sekira pukul 12.30 Wita, lima unit 
mobil pemadam kebakaran Kota 
Palu tiba di lokasi dan langsung 
melakukan pemadaman serta pen-
dinginan. Api berhasil dipadamkan 
sepenuhnya sekitar pukul 13.00 
Wita.

Dalam peristiwa tersebut tidak 
terdapat korban jiwa. Sementara 
kerugian materiil akibat kebakaran 
masih dalam pendataan. Dugaan 
sementara penyebab kebakaran 
mengarah pada korsleting listrik 
yang berasal dari area plafon ru-
mah.

Kapolsek menyampaikan apresi-
asi atas respons cepat petugas dan 
partisipasi warga.  “Alhamdulillah, 
tidak ada korban jiwa dan api ber-
hasil dipadamkan dengan cepat 
berkat kerja sama semua pihak,” 
ujarnya.

Dia juga mengimbau masyara-
kat untuk meningkatkan kewaspa-
daan terhadap potensi kebakaran 
rumah. “Kami mengingatkan 
masyarakat agar memastikan 
instalasi listrik di rumah dalam 
kondisi aman dan sesuai standar 
guna mencegah terjadinya keba-
karan,” imbuhnya. AMR.

S U L T E N G  R A Y A  – 
Dalam rangka mengantisi-
pasi peningkatan aktivitas 
masyarakat pada momen-
tum peringatan Isra Mi’raj 
Nabi Muhammad SAW dan 
libur akhir pekan, Polres 
Sigi bersama Polsek jajaran 
mengintensifkan patroli dan 
pengamanan di sejumlah 
lokasi keramaian, termasuk 
tempat wisata dan lokasi 
pelaksanaan peringatan Isra 
Mi’raj, di wilayah Kabupa-
ten Sigi, Sabtu (17/01/2026).

Dalam kegiatan tersebut, 
Polres Sigi mengerahkan 
Tim UKL Kegiatan Rutin 
Yang Ditingkatkan (KRYD) 
yang bersinergi dengan Pol-
sek jajaran untuk melaksa-

nakan patroli dan pengama-
nan secara terpadu.

Personel disiagakan di 
titik-titik rawan serta lokasi 
dengan aktivitas masyarakat 
yang tinggi guna mencegah 
potensi gangguan keamanan 
dan ketertiban masyarakat 
(kamtibmas). Selain itu, per-
sonel juga melakukan dialog 
dengan masyarakat serta 
menyampaikan imbauan 
kamtibmas secara humanis.

Kasi Humas Polres Sigi 
Iptu Nuim Hayat, S.H., 
menyampaikan bahwa pe-
ringatan Isra Mi’raj 27 Rajab 
1447 H yang jatuh pada 
Jumat (16/01/2026) dan ber-
tepatan dengan akhir pekan 
berpotensi meningkatkan 

mobilitas serta aktivitas 
masyarakat.

“Peningkatan aktivitas 
tersebut perlu diantisipasi 
sejak dini. Oleh karena itu, 
Polres Sigi bersama Polsek 
jajaran mengintensifkan 
patroli melalui Tim UKL 
KRYD di lokasi wisata dan 
tempat keramaian, baik 
pagi, siang, maupun malam 
hari,” ujar Nuim.

Ia menambahkan, keha-
diran personel Polri di ten-
gah masyarakat diharapkan 
mampu memberikan rasa 
aman dan nyaman serta 
meminimalisir potensi gang-
guan kamtibmas sehingga 
situasi tetap aman dan kon-
dusif. AMR

KAPOLSEK Lore Utara, Iptu Jefri Hendrik Tania, saat memeriksa langsung kondisi warga yang mengalami penyakit menahun di 
Kecamatan Lore Timur, Sabtu (17/1/2026). FOTO: DOK. POLSEK LORE UTARA

PETUGAS  pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api yang me-
landa sebuah rumah di Kelurahan Pengawu, Minggu (18/1/2026) siang. FOTO: DOK. 

POLSEK PALU SELATAN

Kebakaran Rumah 
Tinggal di Pengawu, 
Diduga Korsleting Listrik

SEJUMLAH personel Polres Sigi, saat melaksanakan patrol di lokasi keramaian, Sabtu (17/1/2026). 
FOTO: HUMAS POLRES SIGI

Polres Sigi Intensifkan 
Patroli di Lokasi Keramaian
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Penyerahan SK berno-
mor 003/SK/PW-FNP-
BI-SULTENG/I/2026 dila-
kukan langsung oleh Ket-
ua DPW-FNPBI Sulawesi 
Tengah, Abd Wahyudin, 
didampingi Sekretaris Wi-
layah Agus Randi, S.M, di 
Sekretariat FNPBI Sulawesi 
Tengah, Jalan MH Thamrin 
No.73, Kota Palu, Sabtu 
(17/1/2026).

Ketua Wilayah FNPBI 
Sulawesi Tengah, Abd Wa-
hyudin, menegaskan bahwa 
kepengurusan FNPBI Parigi 
Moutong diharapkan menja-
di penguat barisan perjuan-
gan buruh di tingkat daerah.

“Kami berharap kepen-
gurusan di Kabupaten Parigi 
Moutong mampu mem-
perkuat solidaritas antar 
buruh, menjadikan organi-
sasi sebagai rumah bersama 
yang kokoh, demokratis, 
dan berkeadilan. Kepen-
gurusan juga harus mampu 
meningkatkan kapasitas 
kader dan anggota melalui 
pendidikan, pelatihan, serta 

pengorganisasian yang ber-
kelanjutan,” ujar Wahyudin.

Senada dengan itu, Sekre-
taris Wilayah FNPBI Sula-
wesi Tengah, Agus Randi, 
S.M, menyampaikan bahwa 
terbentuknya kepengurusan 
FNPBI Parigi Moutong 
membawa semangat baru 
perjuangan buruh di Sula-
wesi Tengah.

“Moto Penguatan Indus-
tri Nasional untuk Kese-
jahteraan menjadi kompas 
perjuangan kita. Kita ingin 
memperkuat basis industri 
dalam negeri, memastikan 
hak-hak buruh terlindungi, 
serta mendorong kesejahter-
aan yang adil bagi seluruh 
pekerja. Dengan solidaritas 
dan komitmen bersama, 
kita teguhkan langkah mem-
bangun industri nasional 
yang berdaya saing dan 
menyejahterakan rakyat,” 
tegasnya. Sementara itu, Ke-
tua PK-FNPBI Parigi Mou-
tong, Mohammad Sofyan, 
menyatakan kesiapannya 
mengemban amanah or-

KETUA DPW FNPBI Sulawesi Tengah, Abd Wahyudin didampingi Sekretaris Wilayah Agus Randi, S.M, 
menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Mohammad Sofyan (tengah) selaku Ketua PK FNPBI Parigi 
Moutong di Sekretariat FNPBI Sulawesi Tengah, Kota Palu, Sabtu (17/6/2026). FOTO: KIRIMAN SOFYAN

Sofyan Resmi Pimpin 
FNPBI Parmout, 

Siap Jadikan Rumah 
Perjuangan Buruh

SULTENG RAYA - Dewan Pimpinan Wilay-
ah Front Nasional Perjuangan Buruh Indone-
sia (DPW-FNPBI) Sulawesi Tengah (Sulteng), 
resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) 
Pengurus Kabupaten FNPBI Parigi Moutong 
(Parmout) kepada Mohammad Sofyan, yang 
ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Kabupa-
ten (PK-FNPBI) Parigi Moutong.

ganisasi dan menjadikan 
FNPBI sebagai garda depan 
perjuangan buruh di daerah.

“Pengukuhan ini bukan 
sekadar penetapan struktu-
ral, tetapi penegasan arah 
perjuangan. FNPBI Parigi 
Moutong akan kami bangun 
sebagai rumah perjuangan 
buruh tempat bersatu, be-
lajar, dan berjuang secara 
kolektif. Kami akan mem-
perkuat konsolidasi basis, 
memperluas pendidikan 
kader, serta hadir nyata 
membela hak-hak buruh,” 
tegas Sofyan.

Ia menambahkan, FNPBI 
Parigi Moutong akan ber-
gerak sejalan dengan garis 
perjuangan DPW dan DPP, 
mendorong industrialisasi 
nasional yang berpihak pada 
pekerja, serta memastikan 
buruh tidak hanya menjadi 
objek produksi, tetapi subjek 
utama pembangunan.

“Kami ingin buruh Parigi 
Moutong berdiri tegak, ber-
daulat secara organisasi, dan 
berdaya secara ekonomi. 
Dengan solidaritas yang 
kuat, kami siap menjadikan 
FNPBI sebagai kekuatan so-
sial yang diperhitungkan,” 
tambahnya.

Dengan penyerahan SK 
tersebut, FNPBI Sulawesi 
Tengah optimistis kepen-
gurusan baru FNPBI Parigi 
Moutong mampu memper-
kuat gerakan buruh yang 
terorganisir, progresif, dan 
berkeadilan sosial.*/YAT

SULTENG RAYA — Pen-
gurus Kabupaten Front Na-
sional Perjuangan Buruh 
Indonesia (PK FNPBI) Bang-
gai, mendeklarasikan Posko 
Pengaduan Tenaga Ker-
ja, sebagai pusat layanan 
pengaduan dan pengawalan 
kasus perselisihan hubun-
gan industrial di wilayah 
Kabupaten Banggai, Jumat 
(9/1/2026).

Posko ini dibentuk un-
tuk merespon banyaknya 
pengaduan buruh yang 
menghadapi persoalan PHK 
sepihak, upah tidak dibayar, 
pelanggaran hak norma-
tif, ancaman mutasi seme-
na-mena, hingga praktik 
union busting. Posko akan 
membuka layanan penga-
duan langsung maupun 
melalui kanal komunikasi 
yang disediakan.

Ketua Posko Pengaduan 
Buruh, Moh Arafat Adjadar, 
menyampaikan posko ini 
akan bekerja secara terbuka 
dan berpihak pada buruh. 
“Posko ini siap menerima 
setiap aduan buruh di se-

SEJUMLAH pengurus PK FNPBI Banggai saat berpose bersama 
di depan Posko Pengaduan Tenaga Kerja. FOTO: DOK PK FN-
PBI BANGGAI

FNPBI Banggai Deklarasi Posko 
Pengaduan Tenaga Kerja

luruh wilayah Kabupaten 
Banggai. Kami tidak hanya 
mencatat laporan, tapi juga 
akan mengawal kasus yang 
diadukan mulai dari bipar-
tit, mediasi di Disnaker, 
hingga proses persidangan 
di Pengadilan Hubungan 
Industrial (PHI) jika dibu-

tuhkan,” tegas Ketua Posko.
Ia menambahkan bahwa 

tim sudah menyiapkan jarin-
gan pendampingan hukum. 
“Kami telah menyiapkan 
pengacara rakyat di ibu 
kota provinsi untuk men-
dampingi buruh jika kasus 
berlanjut sampai ke PHI. 

Buruh tidak boleh dibiarkan 
berhadapan sendiri dengan 
perusahaan,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua PK 
FNPBI Banggai, Danar, me-
negaskan bahwa pembentu-
kan posko ini adalah bagian 
dari komitmen organisasi 
dalam membela hak-hak 
buruh.

“FNPBI Banggai hadir 
bukan hanya saat aksi, tetapi 
juga di saat buruh membu-
tuhkan bantuan konkret. 
Deklarasi posko ini adalah 
bentuk nyata keberpiha-
kan kami,” ujar Ketua PK 
FNPBI Banggai. Danar juga 
mengajak seluruh buruh 
untuk tidak takut melapor. 
"Jangan diam ketika hak di-
langgar. Laporkan ke posko. 
Kami akan dampingi secara 
organisasi, advokasi, dan 
hukum,” tambahnya.

Posko Pengaduan Tenaga 
Kerja PK FNPBI Banggai 
terbuka untuk seluruh pe-
kerja/buruh di sektor formal 
maupun informal, tanpa 
memandang status keang-
gotaan organisasi.*/YAT

SULTENG RAYA - Pres-
tasi membanggakan kembali 
ditorehkan kontingen Indo-
nesia di ajang SEA Games 
2025 Thailand. Indonesia 
sukses finis di posisi ke-
dua klasemen akhir setelah 
mengoleksi total 333 me-
dali, yang terdiri dari 91 
emas, 111 perak, dan 131 
perunggu.

Capaian tersebut tidak 
lepas dari kontribusi at-
let Polri dan atlet non-Pol-
ri yang tampil konsisten 
dan berdaya saing tinggi di 
berbagai cabang olahraga. 
Keberhasilan ini sekaligus 
mengharumkan nama bang-
sa Indonesia dan institusi 
Polri di kancah internasi-
onal.

Sebagai bentuk peng-
hargaan atas dedikasi dan 
prestasi para atlet, Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Pra-
bowo memberikan reward 
secara langsung. Kegiatan 
apresiasi ini berlangsung di 
The Tribrata, Darmawangsa, 
Jakarta Selatan pada Kamis 
(15/1/2026) malam.

Kapolri menyampaikan 
apresiasi kepada 38 personel 
Polri yang berhasil meraih 
medali pada SEA Games 
2025. Mereka dinilai telah 
menunjukkan semangat ju-
ang, profesionalisme, serta 
membawa nama Indonesia 
bersinar di tingkat dunia.

Salah satu personel yang 
menerima penghargaan 
adalah Brigpol Akyko Mi-
cheel Kapito, anggota Dit-
lantas Polda Sulteng yang 
berhasil menyumbangkan 
medali perunggu dari no-
mor women double.

Dalam pertandingan ter-
sebut, Brigpol Akyko tam-
pil berpasangan dengan 
Gabriella Jessica Pongbura 
asal Jawa Timur. Keduanya 
menunjukkan permainan so-
lid sejak babak awal hingga 
memastikan posisi di empat 
besar dan naik ke podium 

ANGGOTA Ditlantas Polda Sulteng, Brigpol Akyko Micheel Kapi-
to, memegang penghargaan dari Kapolri usai sukses meraih pe-
runggu di Sea Games 2025 Thailand, Kamis (15/1/2026) malam. 
FOTO: DOK POLDA SULTENG

Brigpol Akyko Kapito Terima Penghargaan Kapolri
RAIH PERUNGGU DI SEA GAMES 2025 THAILAND

posisi ketiga pada Sabtu 
(13/12/2025).

Selain kepada atlet Polri, 
Kapolri juga memberikan 
reward kepada 101 atlet 
non-Polri yang mencatatkan 
prestasi luar biasa. Menurut-
nya, para atlet tersebut me-
miliki potensi besar untuk 
bergabung dan berkembang 
bersama institusi Polri.

Oleh karena itu, Kapolri 
membuka kesempatan bagi 
atlet-atlet berprestasi terse-
but untuk bergabung men-
jadi anggota Polri melalui 
jalur Rekrutmen Proaktif 
atau Talent Scouting, seba-
gai upaya pembinaan pres-
tasi olahraga berkelanjutan.

“Kami membuka kesem-
patan bagi para atlet ber-
prestasi untuk bergabung 
melalui jalur rekrutmen 
proaktif, sehingga mereka 
tetap dapat mengembang-
kan prestasi sekaligus men-
gabdi sebagai bagian dari 
keluarga besar Polri,” ujar 
Kapolri.

Sementara itu, Kabidhu-

mas Polda Sulteng, Kom-
bes Pol Djoko Wienartono 
dalam keterangan tertu-
lisnya, Sabtu (16/1/2026) 
mengapresiasi capaian Brig-
pol Akyko. Ia menyebut 
prestasi tersebut menjadi 
kebanggaan Polda Sulteng 
dan diharapkan dapat me-

motivasi personel lainnya.
“Ini menunjukkan bahwa 

personel Polri tidak hanya 
profesional dalam tugas, 
tetapi juga mampu berpre-
stasi dan membawa nama 
baik institusi serta Indone-
sia di ajang internasional,” 
jelasnya.*/YAT

SULTENG RAYA – Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan 
Sulawesi Tengah, menerima 
kunjungan kerja dari Tim 
Survei Internal Kantor Pela-
yanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Palu pada 
Rabu (14/1/2026). 

Kunjungan ini bertuju-
an untuk melakukan pe-
ninjauan lapangan terkait 
pemanfaatan Barang Milik 
Negara (BMN), khususnya 
pada area gedung dan ban-
gunan kantin dan koperasi 
konsumsi.

Langkah ini merupakan 

bagian dari upaya LPKA 
Palu dalam memastikan 
seluruh aset negara dikelola 
secara transparan, akunta-
bel, dan memberikan nilai 
manfaat yang optimal bagi 
organisasi maupun masya-
rakat. Tim survei menyisir 
beberapa titik area ban-
gunan, namun fokus utama 
peninjauan kali ini adalah 
gedung kantin dan koperasi 
konsumsi. Hal ini dilakukan 
untuk memverifikasi kese-
suaian penggunaan lahan 
dan bangunan dengan re-
gulasi pengelolaan aset yang 
berlaku.

Jerry Caya Nugraha, salah 
satu staf keuangan LPKA 

TIM Survei Internal KPKNL Palu saat melakukan peninjauan lapangan ter-
kait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), khususnya pada area ge-
dung dan bangunan kantin dan koperasi konsumsi di kantor LPKA Palu 
pada Rabu (14/1/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

Optimalkan Pemanfaatan Aset, LPKA Palu 
Terima Kunjungan Tim Survei KPKNL

Palu yang mendampingi tim 
survei, memberikan penje-
lasan mendalam mengenai 
kondisi fisik dan operasi-
onal kantin saat ini. "Kami 
menyambut baik kehadiran 
tim dari KPKNL. Peninjauan 
ini sangat penting untuk 
memastikan bahwa peman-
faatan bangunan kantin dan 
koperasi konsumsi kami 
sudah sesuai dengan standar 
operasional prosedur (SOP) 
dan regulasi pengelolaan 
aset negara yang terbaru," 
ujar Jerry di sela-sela kegi-
atan.

Kepala LPKA Palu, Welli, 
menegaskan bahwa sinergi 
antara LPKA dan KPKNL 
adalah kunci dalam tata 
kelola administrasi yang 
bersih. Menurutnya, peman-
faatan aset seperti kantin 
bukan hanya soal fasilitas, 
tapi juga merupakan bentuk 
optimalisasi Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) 
jika dikelola dengan benar.

"Kunjungan ini memas-
tikan bahwa setiap jengkal 
bangunan di LPKA Palu me-
miliki legalitas pemanfaatan 
yang jelas. Kami berkomit-
men untuk terus berbenah 
dalam hal administrasi keu-
angan dan aset agar tetap 
sejalan dengan target kinerja 
tahun 2026," tegas Welli.

Kegiatan survei lapangan 
ini diharapkan dapat meng-
hasilkan rekomendasi teknis 
yang akan menjadi acuan 
bagi LPKA Palu dalam me-
ningkatkan produktivitas 
aset. Dengan adanya pen-
dampingan langsung dari 
KPKNL, LPKA Palu optimis 
dapat mempertahankan 
predikat pengelolaan BMN 
yang tertib dan berdaya 
guna.*/YAT
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“Benar. Satgas sedang 
melakukan penggeledahan 
di Kantor DJP,” ujar Ketua 
KPK Setyo Budiyanto kepa-
da para jurnalis di Jakarta, 
Selasa (13/1/2026).

Sebelumnya, KPK juga 
sempat menggeledah KPP 
Madya Jakut pada 12 Janu-
ari 2026. Penggeledahan itu 
menyusul operasi tangkap 
tangan (OTT) pertama di 
tahun 2026 selama 9–10 Ja-
nuari 2026, dan menangkap 
delapan orang.

KPK pada 9 Januari 2026 
menyatakan OTT tersebut 
berkaitan dengan dugaan 
pengaturan pajak di sek-
tor pertambangan. Pada 
11 Januari 2026, KPK me-
netapkan lima orang sebagai 
tersangka dari OTT tersebut.

Para tersangka adalah 
Kepala KPP Madya Jakut 
Dwi Budi (DWB), Kepala 
Seksi Pengawas dan Kon-
sultasi KPP Madya Jakut 
Agus Syaifudin (AGS), Tim 
Penilai di KPP Madya Jakut 
Askob Bahtiar (ASB), kon-
sultan pajak Abdul Kadim 
Sahbudin (ABD), serta Staf 
PT Wanatiara Persada Edy 
Yulianto (EY). Edy Yulianto 
diduga menjadi pihak pem-
beri suap pegawai KPP Ma-
dya Jakut sebesar Rp4 miliar 
untuk menurunkan biaya 
pembayaran kekurangan 
pajak bumi dan bangunan 
(PBB) periode pajak tahun 
2023, yakni semula sekitar 
Rp75 miliar kemudian di-
ubah menjadi Rp15,7 miliar.
RPB PETUGAS KPK membawa barang bukti usai melakukan penggeledahan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Jakarta, Senin (12/1/2026). FOTO: ANT

KPK Geledah Kantor Direktorat 
Jenderal Pajak Kemenkeu

SULTENG RAYA - Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mengonfi rmasi penggeleda-
han Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemen-
terian Keuangan (DJP Kemenkeu) di Jakarta. 
Penggeledahan terkait kasus dugaan suap di 
lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Jakarta Utara.

SULTENG RAYA - Men-
teri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Bahlil La-
hadalia mengatakan proyek 
revitalisasi atau Refinery 
Development Master Plan 
(RDMP) Kilang Balikpapan 
dapat memotong impor ben-
sin hingga 5,8 juta kiloliter 
per tahun.

“Dengan penambahan 
(produksi) 5,8 juta kiloliter, 
maka impor kita terhadap 
bensin itu tinggal 19 juta 
kiloliter,” ujar Bahlil dalam 
peresmian proyek RDMP Ki-
lang Balikpapan di Kaliman-
tan Timur, Senin (12/1/2026).

Bahlil menyampaikan 
kebutuhan bensin nasional 
mencapai sekitar 38,5 juta 
kiloliter per tahun, sementara 
produksi dalam negeri sekitar 
14,27 juta kiloliter per tahun. 
Kebutuhan tersebut terdiri 
atas bensin RON 90 sebesar 
28,9 juta kiloliter per tahun, 
RON 92 sebesar 8,7 juta kiloli-
ter per tahun, serta RON 95 
dan RON 98 sekitar 650 ribu 
kiloliter per tahun.

Ia menjelaskan, melalui 
optimalisasi RDMP Kilang 
Balikpapan, produksi bensin 
dengan nilai oktan di atas 
RON 90 dapat ditingkatkan 
hingga 5,8 juta kiloliter per 
tahun. Dengan tambahan 
kapasitas produksi tersebut, 
impor bensin RON 92, RON 
95, dan RON 98 dapat ditekan 
hingga sekitar 3,6 juta kiloliter 
per tahun.

“Ke depan, melalui pene-
rapan E10 kita dapat meng-
hemat impor hingga 3,9 juta 
kiloliter per tahun, dan me-
lalui pengembangan kilang 
selanjutnya kita dapat meny-
etop impor bensin RON 92, 
RON 95, dan RON 98 serta 
mengurangi impor bensin 
RON 90,” ujar Bahlil.

Pemerintah menegaskan 
pemenuhan kebutuhan ba-

han bakar minyak (BBM) 
dalam negeri merupakan 
bagian dari amanat konstitu-
si. Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar 1945 menyebutkan ca-
bang-cabang produksi yang 
menyangkut hajat hidup 
orang banyak harus dikuasai 
oleh negara.

Karena itu, menurut Bahlil, 
penguatan dan pengemban-
gan kilang dipandang sebagai 
wujud tanggung jawab ne-
gara dalam menjamin keter-
sediaan pasokan energi bagi 
masyarakat.

Untuk mencapai keman-
dirian energi, pemerintah 
menyiapkan tiga langkah 
utama. Pertama, meningkat-
kan kapasitas kilang, seperti 
yang dilakukan melalui pen-
gembangan Kilang Balik-
papan. Kedua, mendorong 
diversifi kasi energi dengan 
mengoptimalkan program 
biodiesel, termasuk B40, guna 
mengurangi ketergantungan 
pada solar berbasis fosil. Ke-
tiga, menjaga keseimbangan 
antara pasokan dan kebu-
tuhan energi nasional agar ke-
tersediaan BBM tetap terjaga.

RDMP Balikpapan memili-
ki fasilitas utama, yakni Cru-
de Distillation Unit (CDU) 
dan Residual Fluid Catalytic 
Cracking (RFCC). Dengan 
CDU sebagai jantung Kilang 
Balikpapan, kapasitas kilang 
yang semula 260 ribu barel 
per hari kini dapat ditingkat-
kan menjadi 360 ribu barel 
minyak per hari.

Sementara itu, unit RFCC 
berfungsi mengolah minyak 
mentah dan mengubah re-
sidu menjadi produk ber-
nilai tinggi. “Yang RDMP 
sekarang kualitasnya sangat 
bagus sekali, sudah menuju 
setara Euro 5, dan ini menuju 
kepada net zero emission,” 
ujar Bahlil.

Proyek ini juga terintegrasi 

SULTENG RAYA - Di 
tengah ekonomi Iran yang 
terus terpuruk akibat sanksi 
negara-negara Barat, Presi-
den AS Donald Trump kem-
bali melayangkan pukulan. 
Trump mengatakan pada 
hari Senin bahwa negara 
mana pun yang melakukan 
bisnis dengan Iran akan 
menghadapi tarif sebesar 25 
persen pada perdagangan 
dengan AS. 

Hal ini merupakan per-
kembangan terkini setelah 
Washington mempertim-
bangkan tanggapan ter-
hadap situasi di Iran, yang 
mengalami protes anti-pe-
merintah terbesar dalam 
beberapa tahun terakhir. 

 “Segera berlaku, negara 
mana pun yang melaku-
kan bisnis dengan Republik 
Islam Iran akan membay-
ar tarif sebesar 25 persen 
untuk setiap dan semua 
bisnis yang dilakukan den-
gan Amerika Serikat,” kata 
presiden AS dalam sebuah 
postingan di Truth Social. 

The Guardian melansir, 
tarif itu akan dibayar oleh 
importir AS atas barang-ba-
rang dari negara-negara 
tersebut. Iran sebelumnya 
telah mendapat sanksi berat 
dari Washington selama 
bertahun-tahun. 

“Perintah ini bersifat fi nal 
dan konklusif,” kata Trump 
tanpa memberikan rincian 
lebih lanjut. Tujuan ekspor 
utama barang-barang Iran 
termasuk China, Uni Emirat 
Arab, dan India. Tidak ada 
dokumentasi resmi dari 
Gedung Putih mengenai 
kebijakan tersebut di si-
tusnya, atau informasi ten-
tang otoritas hukum yang 
akan digunakan Trump 
untuk mengenakan tarif, 
atau apakah tarif tersebut 
akan ditujukan ke semua 
mitra dagang Iran.

Gedung Putih tidak me-
nanggapi permintaan ko-
mentar. Iran, yang berpe-
rang selama 12 hari dengan 
sekutu AS, Israel, tahun lalu 
dan yang fasilitas nuklirnya 
dibom oleh militer AS pada 
bulan Juni, kini menyaksi-

TRUMP mengangkat poster yang menampilkan tarif yang dikenakan untuk berbagai negara saat 
pengumuman di Gedung Putih, Rabu (3/4/2025).FOTO: REUTERS

Trump Serang Iran 
Gunakan Senjata Tarif

kan demonstrasi anti-pe-
merintah terbesar dalam 
beberapa tahun terakhir. 

Trump mengatakan AS 
mungkin akan bertemu 
dengan para pejabat Iran 
dan bahwa ia berhubungan 
dengan oposisi Iran, sambil 
memberikan tekanan pada 
para pemimpin Iran, ter-
masuk mengancam akan 
melakukan tindakan militer. 

Teheran mengatakan pada 
hari Senin bahwa pihaknya 
menjaga saluran komuni-
kasi dengan Washington 
tetap terbuka ketika Trump 
mempertimbangkan bagai-
mana menanggapi situasi 
di Iran, yang telah menjadi 
salah satu ujian paling berat 
bagi pemerintahan ulama di 
negara tersebut sejak Revo-
lusi Islam pada tahun 1979.

Demonstrasi berkembang 
dari keluhan mengenai ke-
sulitan ekonomi yang parah 
hingga seruan untuk men-
jatuhkan kekuasaan ulama 
yang sudah mengakar kuat. 
Kelompok hak asasi manu-
sia HRANA yang berbasis di 
AS mengatakan mereka te-
lah memverifi kasi kematian 
599 orang – 510 pengunjuk 

rasa dan 89 personel keama-
nan – sejak protes dimulai 
pada 28 Desember. 

Meskipun serangan uda-
ra adalah salah satu dari 
banyak alternatif yang ter-
buka bagi Trump, “diplo-
masi selalu menjadi pilihan 
pertama bagi presiden,” 
kata sekretaris pers Gedung 
Putih Karoline Leavitt pada 
hari Senin.  

Selama masa jabatannya 
yang kedua, Trump sering 
mengancam dan mengena-
kan tarif terhadap nega-
ra-negara lain atas hubun-
gan mereka dengan mu-
suh-musuh AS dan atas ke-
bijakan perdagangan yang 
menurutnya tidak adil bagi 
Washington. 

Kebijakan perdagangan 
Trump berada di bawah te-
kanan hukum karena Mah-
kamah Agung AS sedang 
mempertimbangkan untuk 
menghapus sebagian besar 
tarif Trump yang sudah 
ada. Iran, anggota kelompok 
produsen minyak OPEC, 
mengekspor produk ke 147 
mitra dagang pada tahun 
2022, menurut data terbaru 
Bank Dunia.RPB

PT Pertamina (Persero) mulai memproduksi bahan bakar minyak 
(BBM) berstandar Euro 5 melalui proyek Refi nery Development 
Master Plan (RDMP) Balikpapan. FOTO: PERTAMINA

Revitalisasi Kilang Balikpapan Potong 
Impor Bensin 5,8 Juta Kiloliter

dengan dua tangki penyim-
panan raksasa di Lawe-La-
we dengan total kapasitas 
mencapai 2 juta barel, serta 
Terminal BBM Tanjung Batu 
berkapasitas 125 ribu kiloli-
ter yang melayani distribusi 
BBM untuk wilayah Indone-
sia bagian timur.

Pertamina Produksi BBM 
Euro 5

PT Pertamina (Persero) 
juga mulai memproduksi 
bahan bakar minyak (BBM) 
berstandar Euro 5 melalui 
proyek Refinery Develop-
ment Master Plan (RDMP) 
Balikpapan. Produksi BBM 
dengan kualitas lebih bersih 
ini menandai peningkatan 
signifi kan industri pengola-
han minyak dan gas nasional.

Direktur Utama PT Per-
tamina (Persero) Simon 
Aloysius Mantiri menyam-
paikan RDMP Balikpapan 
dirancang sebagai proyek 
terintegrasi dari hulu hingga 
hilir. Pengembangan tersebut 
memperkuat kapasitas dan 
kualitas produksi kilang se-
kaligus mendukung agenda 
kemandirian energi nasional.

“Kapasitas produksi kita 
dari 260 ribu barel per hari 
naik menjadi 360 ribu barel 
per hari, dengan kualitas 
yang lebih baik berstandar 
Euro 5 yang tentunya lebih 
ramah lingkungan dengan 
emisi yang berkurang,” kata 
Simon saat peresmian Infra-
struktur Energi Terintegrasi 
Pertamina di Balikpapan, 
Kalimantan Timur, Senin.

RDMP Balikpapan diawali 
dengan pembangunan pipa 
Senipah sepanjang 78 kilo-
meter untuk memasok bahan 

baku menuju kilang. Fasili-
tas Residual Fluid Catalytic 
Cracking (RFCC) menjadi 
jantung RDMP Balikpapan. 
Teknologi ini memungkin-
kan residu yang sebelumnya 
tidak terolah dimanfaatkan 
menjadi produk bernilai tam-
bah, termasuk BBM dengan 
spesifi kasi lebih tinggi.

“Dengan Refinery Deve-
lopment Master Plan yang 
jantungnya adalah RFCC, 
Residual Fluid Catalytic Crac-
king, residu yang sebelumnya 
tidak diolah kini dapat di-
manfaatkan menjadi produk 
yang lebih bermanfaat,” ujar 
Simon.

Pengembangan RDMP 
Balikpapan terintegrasi den-
gan Terminal BBM Tanjung 
Batu berkapasitas 125 ribu 
kiloliter. Terminal tersebut 
memperkuat sistem distribusi 
energi, terutama untuk me-
menuhi kebutuhan wilayah 
Indonesia bagian timur.

Pertamina juga memban-
gun terminal tangki di La-
we-Lawe berkapasitas dua 
juta barel. Penambahan ter-
sebut meningkatkan total 
kapasitas penampungan 
minyak mentah di kawasan 
Lawe-Lawe menjadi 7,6 juta 
barel, sekaligus memperkuat 
ketahanan pasokan energi 
nasional.

Simon menilai capaian 
RDMP Balikpapan menjadi 
tonggak penting dalam per-
jalanan panjang bangsa mem-
perkuat kemandirian energi. 
Proyek ini juga mencermin-
kan dedikasi para Perwira 
Pertamina yang berada di 
balik pembangunan infrast-
ruktur strategis nasional.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

PASAR keuangan Indonesia se-
dang mengirimkan sinyal baha-
ya. Nilai tukar rupiah terhadap 
dolar Amerika Serikat (AS) terus 

mengalami tekanan hebat sejak pergantian 
tahun. Pada perdagangan pasar spot Selasa 
(13/1), rupiah bahkan sempat menyentuh 
Rp16.878 per dolar AS, yang merupakan 
level terlemah sepanjang masa. Situasi ini, 
tidak bisa tidak, harus dibaca sebagai alarm 
merah bagi ketahanan ekonomi nasional. 

Betul bahwa tekanan terhadap rupiah 
tidak datang dari ruang hampa. Faktor 
eksternal, mulai dari kebijakan suku bunga 
The Fed yang tetap tinggi demi menjinak-
kan inflasi di ‘Negeri Paman Sam’ hingga 
ketegangan geopolitik global yang kian 
memanas, menjadi pukulan keras bagi mata 
uang banyak negara berkembang. Namun, 
bersembunyi di balik apologi faktor ekster-
nal adalah sikap yang berbahaya.

Sejarah mengajarkan kita bahwa krisis se-
ring kali bermula dari pengabaian terhadap 
gejala-gejala kecil yang terakumulasi. Ang-
ka Rp16.878 adalah manifestasi dari keragu-
an pasar terhadap fundamen ekonomi kita 
di tengah transisi dan ambisi pertumbuhan 
yang dipatok tinggi. Jika tidak segera dimi-
tigasi, risiko terburuk seperti jebolnya level 
psikologis Rp17.000 per dolar AS, kiranya 
tinggal menunggu waktu.

Ketika rupiah terus terpuruk, dampaknya 
yang bersifat sistemis akan langsung meng-
hantam lambung rakyat. Saat rupiah tak 
berdaya, harga bahan baku industri, pangan 
impor, hingga biaya energi akan meroket. 
Jika ini terjadi, daya beli masyarakat yang 
sedang bersiap merangkak pulih bakal 
kembali terkapar.

Kita mendesak otoritas moneter dan fiskal 
untuk berhenti bersikap reaktif. Bank Indo-
nesia boleh saja melakukan intervensi pasar 
untuk menjaga stabilitas jangka pendek. 
Namun, intervensi yang berkepanjangan 
jelas akan menguras cadangan devisa. 
Persoalan jangka pendek mungkin tertan-
gani, tapi di saat yang sama bisa menyulut 
masalah jangka panjang.

Karena itu, BI perlu lebih kreatif dalam 
mengoptimalkan instrumen moneter agar 
likuiditas valuta asing di dalam negeri be-
nar-benar terjaga. Di sisi lain, pemerintah 
secara paralel juga mesti bergerak dengan 
menyinkronkan kebijakan fiskal. 

Narasi optimisme tentang pertumbuhan 
ekonomi harus dibarengi dengan disiplin 
anggaran yang ketat. Apalagi, di akhir 
tahun kemarin, defisit APBN 2025 sudah 
berada di angka yang mengkhawatirkan, 
yakni 2,92% atau senilai Rp695,1 triliun. 
Pasar tentu sedang mengamati setiap ge-
rak-gerik belanja negara. Jika defisit ang-
garan terus melebar, kepercayaan investor 
boleh jadi akan luntur dan rupiah semakin 
ditinggalkan.

Sejumlah ahli ekonomi juga sudah men-
desak agar pemerintah bertindak tegas 
dalam memastikan devisa hasil ekspor 
(DHE) tidak sekadar mampir di perbankan 
nasional. Harus ada keberanian politik 
untuk memastikan kekayaan alam yang 
dikeruk dari Bumi Pertiwi kembali dalam 
bentuk valas yang memperkuat otot rupiah, 
bukan justru diparkir di Singapura atau 
pusat keuangan luar negeri lain.

Editorial ini ingin mengingatkan, badai 
yang sudah menyerbu saat ini jangan di-
tunggu berubah menjadi topan. Langkah 
mitigasi, upaya antisipasi yang tepat harus 
segera dilakukan. Berlama-lama dalam 
mengambil kebijakan hanya akan memu-
puk bibit-bibit badai tadi menjadi topan 
yang kian sulit dikendalikan.

Gejolak kurs saat ini adalah ujian nyali se-
kaligus ujian kompetensi bagi tim ekonomi 
pemerintah. Publik butuh kepastian, bukan 
sekadar kalimat-kalimat penenang bahwa 
‘ekonomi masih terkendali’ atau ‘pelema-
han rupiah masih bisa diterima investor 
luar’. Publik tidak butuh kekuatan kata-
kata. Yang mereka butuhkan ialah kekuatan 
rupiah yang pada ujungnya nanti mampu 
mengungkit pula kekuatan ekonomi rakyat. 

Kendali atas badai kurs itu harus ditun-
jukkan dengan kebijakan yang konkret, 
terukur, dan berani. Sebelum rupiah be-
nar-benar kehilangan harganya di hadapan 
dolar, pemerintah dan BI harus segera 
bertindak sebagai benteng pertahanan 
terakhir. Jangan biarkan rakyat menang-
gung beban akibat keterlambatan antisi-
pasi.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 
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HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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Survei Publik Tegaskan 
Sekolah Rakyat Jadi Harapan 
Baru Pendidikan Inklusif
SURVEI publik terbaru menunjukkan du-
kungan yang sangat kuat terhadap program 
Sekolah Rakyat sebagai terobosan pendidikan 
inklusif di Indonesia. Data Litbang Kompas 
mencatat 94,4 persen responden menyatakan 
setuju terhadap keberadaan dan pengembangan 
Sekolah Rakyat, dengan 28,2 persen di antara-
nya menyatakan sangat setuju. 

AN G K A  t e r s e -
but menegaskan 
adanya mandat 
sosial yang besar 

bagi pemerintah untuk me-
lanjutkan dan memperluas 
program pendidikan yang 
menyasar kelompok paling 
rentan tersebut.

Dukungan publik tersebut 
tidak muncul tanpa alasan. Se-
lama bertahun-tahun, ketim-
pangan akses pendidikan aki-
bat faktor ekonomi, geografis, 
dan sosial menjadi persoalan 
laten. Sekolah Rakyat hadir se-
bagai jawaban atas hambatan 
itu dengan pendekatan yang 
lebih membumi, adaptif, dan 
berorientasi pada kebutuhan 
anak dari keluarga miskin dan 
miskin ekstrem. Program ter-
sebut dirancang bukan seka-
dar sebagai institusi pendidi-
kan formal, melainkan sebagai 
ruang pemulihan kesempatan 
belajar yang sempat terputus.

Peneliti Litbang Kompas 
MB Dewi Pancawati menilai 
tingginya angka dukungan pu-
blik mencerminkan optimisme 
yang nyata. Dukungan tersebut 
tidak berhenti pada persetuju-

an normatif, melainkan disertai 
keyakinan bahwa Sekolah 
Rakyat mampu memberi pe-
luang pendidikan, menekan 
angka putus sekolah, dan men-
jadi jalan keluar dari lingkaran 
kemiskinan antargenerasi. 

Litbang Kompas juga men-
catat bahwa optimisme terse-
but muncul lintas kelas sosial, 
tidak hanya dari kelompok 
bawah sebagai sasaran utama 
program, tetapi juga dari ke-
lompok menengah dan atas.

Meski demikian, Litbang 
Kompas mengidentifikasi 
tantangan pada aspek pema-
haman publik. Tingkat penge-
tahuan masyarakat mengenai 
mekanisme dan manfaat rinci 
Sekolah Rakyat belum se-
penuhnya merata. 

Kondisi tersebut menuntut 
pemerintah untuk memper-
kuat strategi sosialisasi agar 
pesan kebijakan tersampaikan 
lebih tepat sasaran dan tidak 
menimbulkan kesalahpaha-
man di tingkat akar rumput.

Dari perspektif media, Di-
rektur Pemberitaan Kom-
pas TV Yogie Arief Nugroho 
melihat penerimaan publik 
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terhadap Sekolah Rakyat se-
bagai sinyal positif. Program 
tersebut dinilai mudah di-
pahami masyarakat karena 
menjawab kebutuhan nyata 
dan menyentuh persoalan 
dasar. Model Sekolah Rakyat 
tidak memposisikan pendi-
dikan sebagai kemewahan, 
melainkan sebagai hak yang 
harus dijangkau oleh setiap 
anak tanpa kecuali.

Menteri Sosial Saifullah Yu-
suf atau Gus Ipul menempat-
kan Sekolah Rakyat sebagai 
instrumen strategis pemutusan 
rantai kemiskinan. Program 
prioritas pemerintahan Presi-
den Prabowo Subianto terse-
but menyasar anak-anak dari 
keluarga pada desil satu dan 
dua berdasarkan Data Tunggal 
Sosial Ekonomi Nasional. 

Sekolah Rakyat mengusung 
konsep pendidikan berasrama 
dengan dukungan fasilitas 
lengkap, mulai dari ruang be-
lajar, laboratorium, olahraga, 
hingga pengembangan kete-
rampilan hidup. Pendekatan 
tersebut memungkinkan pem-
bentukan karakter, disiplin, 
dan kemandirian secara lebih 
menyeluruh.

Kurikulum Sekolah Rakyat 
dirancang dengan asas ke-
setaraan dan pengembangan 
potensi. Sistem multi-entry 
dan multi-exit memberi ru-
ang bagi setiap anak untuk 
belajar sesuai kemampuan 
dan ritme perkembangan ma-
sing-masing. Pendekatan ter-
sebut menolak standar tunggal 
keberhasilan akademik dan 
mengakui keragaman kecer-
dasan sebagai modal utama 
pendidikan inklusif.

Gus Ipul juga menyampai-
kan optimisme terhadap target 
pembangunan 500 Sekolah 
Rakyat hingga 2029. Pemer-
intah menyiapkan pemban-
gunan sekitar 100 sekolah 
permanen setiap tahun melal-
ui sinergi lintas kementerian, 
pemerintah daerah, dan sektor 
swasta. 

Kementerian Sosial me-
mastikan proses seleksi siswa 
berjalan ketat, transparan, 
dan bebas dari praktik titipan 
atau penyimpangan, sehingga 
program tersebut benar-benar 
menyasar kelompok yang pa-
ling membutuhkan.

Hingga awal 2026, Sekolah 
Rakyat rintisan telah beropera-
si di 166 lokasi di 34 provinsi 
dengan hampir 16 ribu siswa, 
didukung ribuan guru dan 
tenaga kependidikan. Pem-
bangunan sekolah permanen 
juga telah dimulai di lebih dari 
100 titik. Data tersebut mem-
perlihatkan bahwa program 
tidak berhenti pada wacana, 
melainkan telah bergerak 
dalam skala nasional.

Inovasi lain muncul melalui 
pemanfaatan Tes Talent DNA 
berbasis kecerdasan buatan 
untuk memetakan potensi 
siswa. Gus Ipul menilai pende-
katan tersebut krusial karena 
Sekolah Rakyat tidak meng-
gunakan seleksi akademik. 

Pemetaan berbasis teknologi 
memungkinkan pendidik me-
mahami bakat siswa secara ob-
jektif, sehingga pembelajaran 
menjadi lebih tepat sasaran. 
Hasil awal menunjukkan ke-
ragaman potensi yang kaya, 
mulai dari bidang sains dan te-
knologi, sosial, hingga bahasa.

Perubahan yang sangat po-
sitif juga tampak pada berba-
gai hal lain, seperti pada aspek 
kesehatan dan karakter siswa. 
Pemerintah mencatat bahwa 
telah terjadi peningkatan ke-
bugaran fisik mereka, kemudi-
an adanya penurunan anemia, 
serta perkembangan sikap 
disiplin dan kemandirian yang 
secara nyata dapat dirasa-
kan dan dilihat. Intervensi 
tidak hanya menyentuh anak, 
tetapi juga keluarga melalui 
pemberdayaan ekonomi dan 
pendampingan sosial.

Dengan sangat derasnya 
dukungan dari seluruh publik 
hingga mencapai sebesar 94,4 
persen, maka kini Sekolah 
Rakyat telah berdiri megah 
sebagai simbol harapan baru 
untuk mewujudkan keter-
jangkauan sektor pendidikan 
secara jauh lebih inklusif bagi 
semua pihak tanpa membeda-
kan dan tidak ada diskriminasi 
sama sekali. 

Tantangan implementasi 
tentu masih ada, namun le-
gitimasi sosial yang sangat 
kuat dari seluruh masyarakat 
tersebut telah memberi fon-
dasi penting bagi keberlan-
jutan program pemerintah itu. 
Pasalnya, memang Sekolah 
Rakyat tidak hanya sekadar 
menghadirkan ruang belajar 
semata, tetapi juga sekaligus 
membuka kembali masa de-
pan bagi ribuan anak yang 
selama ini masih berada di 
pinggir sistem pendidikan 
nasional agar seluruhnya ter-
jangkau dan mampu men-
genyam pendidikan secara 
layak. (*) )* Kontributor Lemba-
ga Sadawira Utama

PADA tahun 2026 
in i ,  Mahkamah 
Konstitusi (MK) 
akan mempunyai 

dua hakim konstitusi baru 
yang akan menggantikan dua 
hakim konstitusi yang purna-
bakti. Dua hakim konstitusi 
tersebut diajukan oleh dua 
lembaga negara, yaitu Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
Mahkamah Agung (MA).

Pelaku Kekuasaan Kehakiman 
Kekuasaan kehakiman di-

lakukan oleh sebuah MA 
dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata 
usaha negara, dan oleh sebuah 
MK. Pelaku kekuasaan ke-
hakiman tersebut dilaksana-
kan oleh hakim dan aparatur 
peradilan. 

Hakim adalah jabatan yang 
mulia. Mulia, karena ia ber-
tujuan menciptakan ketentra-
man dan keadilan di dalam 
masyarakat. Sebenarnya yang 
dapat memuliakan jabatan 

tersebut adalah hakim itu sen-
diri, dengan menjaga sikap, 
perilaku dan kehormatannya, 
baik di dalam tugasnya se-
bagai hakim maupun di luar 
tugas dalam kesehariannya. 

Tugas memeriksa dan me-
mutuskan perkara merupakan 
tugas yang dilakukan oleh se-
orang (hakim) yang berdiri di 
tengah-tengah di antara me-
reka yang berperkara. Kunci 
utama menjalankan peran di 
tengah-tengah tersebut adalah 
putusan yang diambilnya 
menjadi putusan yang dapat 
diterima oleh kedua belah 
pihak dengan lapang dada.

Hakim Sebagai Wakil Tuhan 
Profesi hakim sebagai pe-

negak hukum diatur dalam 
peraturan perundang-undan-
gan. Hakim dalam menjalan-
kan profesinya lebih menge-
depankan moral hukum dan 
keadilan, dengan landasan 
hukum yang berlaku. Itulah 
sebabnya hakim menjadi 
teladan dalam penegakan 
hukum. 

Tak heran bila banyak orang 
menyebut hakim itu sebagai 
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“MAHKAMAH Konstitusi mempunyai sem-
bilan orang anggota hakim konstitusi yang 
ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan ma-
sing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, 
tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
tiga orang oleh Presiden”. 

“wakil Tuhan” di muka bumi. 
Namun, jika hakim mudah 
diintervensi, maka kemuliaan 
hakim sudah berubah menjadi 
tidak mulia. Hakim harus 
menjadi pemberi keadilan 
dalam situasi apa pun. Hakim 
dalam membuat putusan 
mengatas-namakan keadi-
lan berdasarkan “Ketuhanan 
Yang Maha Esa”. 

Setiap hakim dalam men-
gambil putusan harus berpe-
gang teguh pada hukum dan 
keyakinannya. Di era seka-
rang yang sudah sangat terbu-
ka, perilaku hakim mudah di-
sorot oleh berbagai kalangan. 
Oleh karenanya hakim harus 
bekerja secara profesional dan 
sesuai hukum yang berlaku. 
Hakim sebagai wakil Tuhan 
dalam menegakkan hukum 
dan keadilan harus meng-
gunakan hati nurani dalam 
mengadili suatu perkara. 
Sebab dengan menggunakan 
hati nurani, putusan yang 
diambil oleh hakim akan me-
menuhi prinsi-prinsip keadi-
lan dan kemanusiaan.

Hakim Konstitusi 
Salah satu jabatan hakim 

di Indonesia adalah hakim 
konstitusi. Sistem pengisian 
jabatan hakim konstitusi di 
Indonesia dilakukan oleh tiga 
lembaga negara yaitu DPR, 
Presiden, dan MA. Hakim 
konstitusi yang diajukan oleh 
DPR, Presiden, dan MA bukan 
berarti menjadi perwakilan 
atau utusan dari tiga lembaga 
negara tersebut di MK. 

UUD NRI Tahun 1945 me-
nentukan hakim konstitusi 
“diajukan oleh” DPR, Presi-
den, dan Mahkamah Agung. 
Penggunaan frasanya adalah 
“diajukan oleh” bukan “diaju-
kan dari”. Menurut Jimly 
Asshiddiqie kata “oleh” itu 
hanya merekrut, bukan “dari” 
dalam lembaga negara ter-
sebut. Mekanisme seleksi 
hakim konstitusi yang dila-
kukan oleh masing-masing 
lembaga negara dinilai masih 
menyisakan kekurangan dan 
kelemahan. 

Syarat pencalonan hakim 
konstitusi harus dilaksanakan 
secara transparansi dan parti-
sipatif serta pemilihan hakim 
konstitusi harus dilaksanakan 
secara obyektif dan akuntabel. 
Salah satu kekurangan dan ke-
lemahan dalam sistem terse-
but adalah kurang melibatkan 
publik sehingga sumber daya 
manusia (hakim konstitusi) 
yang dihasilkan tidak sesuai 
dengan amanat UUD NRI 
Tahun 1945. Terlebih lagi ke-
tika politik ikut dalam proses 
seleksi calon hakim konstitusi. 

Keterlibatan masyarakat 
dalam proses pengisian ja-
batan hakim konstitusi, selain 
untuk mengetahui rekam 
jejak calon hakim konstitusi 
secara lebih mendalam, juga 
menunjukkan bahwa calon 
hakim konstitusi terpilih akan 
mendapatkan dukungan dari 
masyarakat. 

Partisipasi dan keterlibatan 
masyarakat dalam seleksi 
calon hakim konstitusi sangat 

membantu dalam mendapat-
kan hakim konstitusi yang 
ideal sebagaimana diama-
natkan oleh UUD NRI Tahun 
1945. Oleh karena itu peran 
serta masyarakat dalam men-
cari dan menemukan hakim 
konstitusi yang notabene 
adalah “seorang negarawan 
yang menguasai konstitusi 
dan ketatanegaraan” sangat 
penting. 

Mekanisme pengisian ja-
batan hakim konstitusi den-
gan cara membentuk panitia 
seleksi hakim konstitusi yang 
jelas dan baku merupakan 
pemenuhan terhadap prinsip 
utama dalam pengisian ja-
batan hakim konstitusi yang 
diamatkan oleh UUD NRI 
Tahun 1945 dan UU MK yaitu 
pencalonan hakim konstitusi 
dilaksanakan secara trans-
paransi dan partisipatif serta 
pemilihan hakim konstitusi 
dilaksanakan secara obyektif 
dan akuntabel. 

Selain itu, lembaga negara 
pengusul harus membuka 
ruang yang seluas-luasnya 
kepada anggota masyara-
kat untuk ikut berkompetisi 
dalam pengisian jabatan ha-
kim konstitusi. Semoga MK 
akan mendapatkan hakim 
konstitusi, seorang negara-
wan yang menguasai kon-
stitusi dan ketatanegaraan, 
sebagaimana diamanatkan 
dalam UUD NRI Tahun 1945. 
Penulis adalah Penulis buku 
“Hakim Konstitusi, Kekuasaan 
Kehakiman dan Pengisian Ja-
batan”.  *SindoNews.Com.

Bukan Utusan Lembaga
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SULTENG RAYA - Generasi 
muda dan kelompok usia produktif 
diminta lebih realistis dalam meren-
canakan kebebasan finansial karena 
kebutuhan dana pensiun bisa men-
capai miliaran rupiah jika dihitung 
dengan pendekatan jangka panjang. 

Perencanaan sejak dini dinilai 
penting agar kenaikan biaya hidup 
dan inflasi tidak menggerus daya 
beli di masa depan.

Melalui edukasi keuangan di ung-
gahan media sosialnya, Bursa Efek 
Indonesia (BEI) memperkenalkan 
konsep 4 persen Rule sebagai cara 
sederhana menghitung kebutuhan 
dana investasi saat pensiun. Secara 
garis besar, konsep ini digunakan 
untuk memperkirakan berapa besar 
dana yang harus disiapkan agar 
seseorang dapat hidup dari hasil 
investasinya tanpa mengurangi 
modal utama.  

BEI menjelaskan, perhitungan 
tersebut didasarkan pada asumsi 
imbal hasil tahunan sekitar 4 per-
sen. Dengan asumsi itu, kebutuhan 
dana pensiun dapat dihitung dari 
total pengeluaran tahunan yang 
diinginkan. 

Sebagai ilustrasi, jika seseorang 
menargetkan pengeluaran sekitar 
Rp10 juta per bulan atau Rp120 
juta per tahun, maka dana investasi 
yang dibutuhkan berada di kisaran 
Rp3 miliar. Angka ini diperoleh 
dari pembagian kebutuhan tahunan 
dengan tingkat imbal hasil 4 persen. 

“Artinya, buat bisa financially 
free saat pensiun, kamu perlu porto-
folio sekitar Rp3 miliar,” tulis BEI di 
@indonesiastockexchange dikutip 
Ahad (18/1/2026). 

BEI juga menekankan, mengejar 
kebebasan finansial tidak cukup 
hanya mengandalkan tabungan. 

Kenaikan harga kebutuhan hidup 
membuat nilai uang berisiko ter-
gerus jika hanya disimpan tanpa 
strategi jangka panjang. Dalam 
konteks ini, investasi dipandang 
sebagai salah satu cara untuk men-
jaga nilai aset. 

Tekanan inflasi tersebut tercermin 
dalam data Badan Pusat Statistik 
(BPS). Pada Desember 2025, inflasi 
secara tahunan tercatat 2,92 persen 
dengan Indeks Harga Konsumen 
mencapai 109,92. Kenaikan harga 
paling besar terjadi pada kelompok 
makanan, minuman, dan tembakau 
yang meningkat 4,58 persen secara 
tahunan. Kondisi ini menunjukkan 
biaya hidup masih bergerak naik 
dan perlu diperhitungkan dalam 
perencanaan keuangan jangka 
panjang. 

Sejalan dengan itu, BEI menilai 
instrumen investasi dengan potensi 
imbal hasil di atas inflasi kerap men-
jadi pilihan untuk jangka panjang. 
Berdasarkan data historis, Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) 
dalam 10 tahun terakhir mencatat 
rata-rata imbal hasil sekitar 6,92 
persen per tahun, lebih tinggi di-
banding laju inflasi. 

Meski demikian, BEI mengingat-
kan, kebebasan finansial bukan di-
tentukan oleh besarnya modal awal. 
Disiplin dan konsistensi sejak usia 
produktif dinilai jauh lebih penting 
agar target keuangan dapat tercapai 
secara bertahap.

Dengan tekanan inflasi yang 
masih berlangsung dan kebutuhan 
hidup yang terus meningkat, pe-
rencanaan kebebasan finansial sejak 
usia muda menjadi semakin relevan 
agar masa pensiun tidak bergan-
tung sepenuhnya pada penghasilan 
aktif. ROL

SULTENG RAYA – Pe-
rusahaan Umum Bulog 
Kanwil Sulawesi Tengah 
menyebutkan bahwa saat 
ini pihaknya tengah mengo-
timalkan penyaluran kuota 
SPHP beras 2025, untuk ke-

mudian dituntaskan hingga 
akhir Januari ini. 

Pemimpin Wilayah Bulog 
Kanwil Sulteng, Jusri men-
gatakan, sejatinya, penyalu-
ran Stabilisasi Pasokan dan 
Harga Pangan (SPHP) beras 

selalu berjalan. Hanya perlu 
penyesuaian pada pengang-
garan saja.

“Kita menunggu instruk-
si pusat bahwa untuk 2026 
seperti apa. Namun pada 
dasarnya, kegiatan SPHP tetap 

berjalan sebagaimana mes-
tinya, karena saat ini kami ma-
sih menggunakan anggaran 
2025, makanya masih men-
yalurkan dengan kuota itu,” 
kata Jusri, Ahad (18/1/2026).

Apalagi, dengan semakin 
dekatnya bulan Ramadhan, 
tentu permintaan konsumen 
terhadap kebutuhan pangan 
pasti meningkat. Maka dari 
itu, intensitas penyaluran 
tetap berjalan.

Bahkan, kegiatan SPHP 
akan diintegrasikan den-
gan kegiatan-kegiatan pasar 
murah, baik bekerja sama 
dengan Pemda, maupun 
inisiatif dari Bulog sendiri.

“Pasar murah juga demi-
kian. Kita tetap galakkan, 
ada melalui skema kerja 
sama maupun Bulog yang 
bergerak sendiri. Jadi untuk 
jelang Ramadhan ini, kita 
tetap membuka diri untuk 
gerakan stabilisasi. Apalagi 
stok kita saat ini masih san-
gat aman, beras kami 21.000 
ton,” ungkap Pimwil Jusri.

Sebelumnya, Pemerin-
tah memastikan stabilisasi 
harga beras tetap terjaga 
di awal tahun 2026 dengan 
memperpanjang penyaluran 
program Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan (SPHP) 

beras tahun 2025 hingga 31 
Januari 2026. 

Kebijakan ini diambil se-
bagai langkah antisipatif 
menghadapi dinamika har-
ga pasca pergantian tahun, 
sekaligus menjamin akses 
masyarakat terhadap beras 
berkualitas dengan harga 
sesuai ketentuan.

Perpanjangan tersebut 
dimungkinkan melalui ske-
ma Rekening Penampun-
gan Akhir Tahun Anggaran 
(RPATA) yang telah disetu-
jui Kementerian Keuangan 
atas usulan Badan Pangan 
Nasional (Bapanas).

Skema RPATA telah dia-
tur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 84 Tahun 
2025. RPATA sendiri adalah 
rekening milik bendahara 
umum negara untuk me-
nampung dana atas penye-
lesaian pekerjaan yang tidak 
terselesaikan sampai dengan 
akhir tahun anggaran. Ada-
pun penyelesaiannya dibe-
rikan kesempatan melewati 
batas akhir tahun anggaran.

Dengan itu, Bapanas me-
mastikan bahwa program 
SPHP beras ini akan tetap 
menjadi instrumen pen-
ting dalam menjaga ke-
seimbangan pasokan dan 

harga beras secara nasional. 
Sementara untuk program 
SPHP tahun 2026 diharap-
kan dapat dimulai pada 1 
Februari 2026 mendatang.

“Bapanas telah mengin-
formasikan kepada Bulog 
dan stakeholder lainnya, 
mulai dari pemerintah pu-
sat sampai daerah dan juga 
Satgas Pangan Polri, bah-
wa SPHP beras tahun 2025 
masih dapat dilanjutkan 
sampai 31 Januari 2026. Jadi 
sisa target SPHP beras 2025 
sekitar 697,1 ribu ton dapat 
terus diakselerasi seoptimal 
mungkin,” ungkap Sekreta-
ris Utama Bapanas Sarwo 
Edhy di Jakarta. 

“Sesuai arahan Kepala 
Bapanas Bapak Andi Amran 
Sulaiman, harga beras harus 
terus dijaga bagi masyarakat 
agar sesuai harga yang telah 
ditetapkan. Stok beras kita 
melimpah. Dengan adanya 
beras SPHP ini, masyarakat 
dapat memperoleh akses 
beras yang berkualitas terja-
ga dengan harga yang baik 
pula,” tambah Sarwo.

Sebagai informasi, sampai 
akhir tahun 2025, realisasi 
penyaluran SPHP beras se-
cara nasional telah mencapai 
802,9 ribu ton yang tersebar 

di seluruh wilayah Indone-
sia. Kebijakan perpanjangan 
ini diperkuat pula dengan 
ketersediaan stok Cadangan 
Beras Pemerintah (CBP) di 
Perum Bulog yang hingga 
akhir 2025 mencapai 3,25 
juta ton. 

Kondisi ini memberikan 
ruang yang memadai bagi 
pemerintah untuk terus 
melakukan intervensi pasar 
secara terukur. Penyaluran 
SPHP beras 2025 tetap di-
lakukan melalui berbagai 
kanal distribusi, termasuk 
Koperasi Desa Merah Putih, 
pasar rakyat, ritel modern, 
serta kegiatan Gerakan Pan-
gan Murah, guna menahan 
laju kenaikan harga di ting-
kat konsumen.

Sementara terkait rencana 
pelaksanaan SPHP beras 
tahun 2026, Bapanas masih 
berproses untuk pengajuan 
Anggaran Belanja Tamba-
han (ABT) kepada Kemen-
terian Keuangan. 

Untuk target salur SPHP 
beras 2026 telah disetujui 
secara mufakat berdasar-
kan hasil Rapat Koordina-
si Terbatas Kementerian 
Koordinator Bidang Pangan 
tanggal 29 Desember 2025 
sebesar 1,5 juta ton. RHT

STOK beras di gudang Bulog Sulteng. FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

SULTENG RAYA – Seba-
gai bank yang berkomitmen 
memperluas inklusi keu-
angan hingga ke pelosok 
desa, BRILink Agen menjadi 
perpanjangan tangan lay-
anan perbankan di tengah 
masyarakat. 

Salah satunya adalah BRI-
Link Agen Warung Concept 
di Desa Jambu Timur, Keca-
matan Mlonggo, Kabupaten 
Jepara, Jawa Tengah yang 
telah beroperasi sejak 2013.

Berada di bawah binaan 
BRI Unit Srobyong, BRILink 
Agen Warung Concept mi-
lik Rochim, menjadi solusi 
akses transaksi perbankan 
bagi masyarakat yang sela-
ma ini tinggal cukup jauh 
dari jaringan ATM maupun 
kantor bank. 

Bahkan, seiring waktu, 
keberadaan agen ini perla-
han tumbuh menjadi bagian 
dari denyut ekonomi desa, 
hingga dapat menopang 
keberlangsungan usaha dan 
masa depan keluarga dari 
pengelola.

Owie, sapaan akrabnya, 
menuturkan bahwa mo-
tivasi utamanya dalam 
mengelola BRILink Agen 
adalah menghadirkan la-
yanan transaksi keuangan 
yang mudah diakses dan 
terpercaya bagi masyarakat 
desa. Namun, pada tahap 
awal pengelolaan, ia menga-
kui bahwa layanan transak-
si digital tersebut belum 
sepenuhnya mendapatkan 
kepercayaan masyarakat, 
seiring masih adanya kek-
hawatiran terkait keamanan 
transaksi non-tunai.

“Saat itu, banyak masy-
arakat yang masih ragu 
terhadap transaksi online, 
sehingga kami mulai men-
genalkan layanan ini secara 
langsung, kami bagikan 
brosur, kalender, dan sou-
venir kecil agar mereka 
tertarik, dan kami di sana 
sembari melakukan eduk-
asi. Alhamdulillah, seiring 
waktu dan pengalaman 
bertransaksi, kepercayaan 
masyarakat pun tumbuh,” 
ujar Owie.

Seiring waktu, keberad-
aan dan kerja keras Owie 
pun membuahkan hasil. 
BRILink Agen Warung Con-
cept kini menjadi bagian 
penting dari aktivitas eko-
nomi dan sosial masyarakat 
sekitar. Setiap hari, agen ini 
melayani berbagai transak-

Bulog Sulteng: SPHP Beras 2025 
Dituntaskan Hingga Akhir Januari 2026

Generasi Muda Diminta 
Realistis Rencanakan 
Kebebasan Finansial 
Sejak Usia Produktif

ILUSTRASI. FOTO: ISTIMEWA

Rochim Berkembang Bersama BRILink Agen 
si, mulai dari tarik tunai, 
transfer, hingga pembaya-
ran kebutuhan rutin seperti 
listrik, PDAM dan angsuran 
lainnya. Dengan jam opera-
sional yang panjang, pukul 
07.00 s.d 22.00 WIB, tujuh 
hari dalam seminggu, lay-
anan BRILink Agen yang di-
miliki Owie ini memberikan 
fleksibilitas bagi masyarakat 
dalam bertransaksi.

Adapun, mayoritas peng-
guna layanan BRILink Agen 
saat ini berasal dari keluarga 
yang ditinggal anggota ke-
luarganya bekerja di peran-
tauan. Selain itu, kata Owie, 
warga sekitar juga meman-
faatkan agen ini sebagai 
perantara pembayaran ber-
bagai kewajiban bulanan, 
tanpa harus menempuh 
jarak jauh ke kota.

Owie berkata bahwa se-
lain menyediakan layanan 
keuangan, keberadaan BRI-
Link Agen ini nyatanya 
turut memberikan dampak 
ekonomi nyata bagi kelu-
arga dan lingkungan seki-
tar. Sejak dirintis pada dua 
belas tahun lalu, usaha ini 
mampu meningkatkan ke-
sejahteraan keluarga, mulai 
dari mencukupi kebutuhan 
hidup, membiayai pendidi-
kan anak hingga ke jenjang 
perguruan tinggi, hingga 
membeli aset produktif.

Usaha yang semula ber-
gerak di bidang percetakan 
kini bahkan bosa membuka 
lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat sekitar, seiring 
bertambahnya karyawan 
yang terlibat dalam opera-
sional usaha. Tercatat, saat 
ini Waroeng Concept sudah 
memiliki 2 outlet.

“Dampak paling besar 
yang kami rasakan adalah 
kepercayaan masyarakat. 
Dari situ usaha kami tum-
buh, lapangan kerja tercipta. 
Alhamdulillah, BRILink 
Agen juga bisa untuk men-
cukupi kebutuhan hidup 
hingga memberikan pen-
didikan anak ke jenjang 
perguruan tinggi,” ucapnya. 

Kisah BRILink Agen 
Warung Concept menjadi 
gambaran nyata bagaimana 
kehadiran layanan keuan-
gan berbasis komunitas, 
melalui kolaborasi BRI dan 
masyarakat, mampu men-
dorong inklusi keuangan, 
memperkuat ekonomi lokal, 
serta menjadi penggerak 
kemandirian masyarakat 

desa secara berkelanjutan. 
Pada kesempatan terpisah, 
Direktur Micro BRI Akhmad 
Purwakajaya mengapresiasi 
peran para mitra BRILink 
Agen yang tidak hanya 
menghadirkan layanan per-
bankan, tetapi juga mem-
beri dampak positif bagi 
keluarga dan lingkungan 
sekitarnya. Ia menambah-
kan, melalui BRILink Agen, 
BRI berkomitmen untuk 
terus menghadirkan layanan 
keuangan yang lebih dekat, 

relevan dan berkelanjutan 
bagi masyarakat desa di 
Indonesia. 

“BRILink Agen telah men-
jadi mitra strategis yang 
tumbuh bersama masya-
rakat. Ketika agen mampu 
membangun kepercayaan, 
mengelola usaha secara 
konsisten, dan menopang 
kehidupan keluarganya, di 
situlah program inklusi keu-
angan memberikan makna 
yang sesungguhnya,” ujar 
Akhmad. RHT

BRILink Agen Warung Concept di Desa Jambu Timur, Keca-
matan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. FOTO: DOK. BRI
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Penyerahan SK berno-
mor 003/SK/PW-FNP-
BI-SULTENG/I/2026 dila-
kukan langsung oleh Ket-
ua DPW-FNPBI Sulawesi 
Tengah, Abd Wahyudin, 
didampingi Sekretaris Wi-
layah Agus Randi, S.M, di 
Sekretariat FNPBI Sulawesi 
Tengah, Jalan MH Thamrin 
No.73, Kota Palu, Sabtu 
(17/1/2026).

Ketua Wilayah FNPBI 
Sulawesi Tengah, Abd Wa-
hyudin, menegaskan bahwa 
kepengurusan FNPBI Parigi 
Moutong diharapkan menja-
di penguat barisan perjuan-
gan buruh di tingkat daerah.

“Kami berharap kepen-
gurusan di Kabupaten Parigi 
Moutong mampu mem-
perkuat solidaritas antar 
buruh, menjadikan organi-
sasi sebagai rumah bersama 
yang kokoh, demokratis, 
dan berkeadilan. Kepen-
gurusan juga harus mampu 
meningkatkan kapasitas 
kader dan anggota melalui 
pendidikan, pelatihan, serta 

pengorganisasian yang ber-
kelanjutan,” ujar Wahyudin.

Senada dengan itu, Sekre-
taris Wilayah FNPBI Sula-
wesi Tengah, Agus Randi, 
S.M, menyampaikan bahwa 
terbentuknya kepengurusan 
FNPBI Parigi Moutong 
membawa semangat baru 
perjuangan buruh di Sula-
wesi Tengah.

“Moto Penguatan Indus-
tri Nasional untuk Kese-
jahteraan menjadi kompas 
perjuangan kita. Kita ingin 
memperkuat basis industri 
dalam negeri, memastikan 
hak-hak buruh terlindungi, 
serta mendorong kesejahter-
aan yang adil bagi seluruh 
pekerja. Dengan solidaritas 
dan komitmen bersama, 
kita teguhkan langkah mem-
bangun industri nasional 
yang berdaya saing dan 
menyejahterakan rakyat,” 
tegasnya. Sementara itu, Ke-
tua PK-FNPBI Parigi Mou-
tong, Mohammad Sofyan, 
menyatakan kesiapannya 
mengemban amanah or-

KETUA DPW FNPBI Sulawesi Tengah, Abd Wahyudin didampingi Sekretaris Wilayah Agus Randi, S.M, 
menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Mohammad Sofyan (tengah) selaku Ketua PK FNPBI Parigi 
Moutong di Sekretariat FNPBI Sulawesi Tengah, Kota Palu, Sabtu (17/6/2026). FOTO: KIRIMAN SOFYAN

Sofyan Resmi Pimpin 
FNPBI Parmout, 

Siap Jadikan Rumah 
Perjuangan Buruh

SULTENG RAYA - Dewan Pimpinan Wilay-
ah Front Nasional Perjuangan Buruh Indone-
sia (DPW-FNPBI) Sulawesi Tengah (Sulteng), 
resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) 
Pengurus Kabupaten FNPBI Parigi Moutong 
(Parmout) kepada Mohammad Sofyan, yang 
ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Kabupa-
ten (PK-FNPBI) Parigi Moutong.

ganisasi dan menjadikan 
FNPBI sebagai garda depan 
perjuangan buruh di daerah.

“Pengukuhan ini bukan 
sekadar penetapan struktu-
ral, tetapi penegasan arah 
perjuangan. FNPBI Parigi 
Moutong akan kami bangun 
sebagai rumah perjuangan 
buruh tempat bersatu, be-
lajar, dan berjuang secara 
kolektif. Kami akan mem-
perkuat konsolidasi basis, 
memperluas pendidikan 
kader, serta hadir nyata 
membela hak-hak buruh,” 
tegas Sofyan.

Ia menambahkan, FNPBI 
Parigi Moutong akan ber-
gerak sejalan dengan garis 
perjuangan DPW dan DPP, 
mendorong industrialisasi 
nasional yang berpihak pada 
pekerja, serta memastikan 
buruh tidak hanya menjadi 
objek produksi, tetapi subjek 
utama pembangunan.

“Kami ingin buruh Parigi 
Moutong berdiri tegak, ber-
daulat secara organisasi, dan 
berdaya secara ekonomi. 
Dengan solidaritas yang 
kuat, kami siap menjadikan 
FNPBI sebagai kekuatan so-
sial yang diperhitungkan,” 
tambahnya.

Dengan penyerahan SK 
tersebut, FNPBI Sulawesi 
Tengah optimistis kepen-
gurusan baru FNPBI Parigi 
Moutong mampu memper-
kuat gerakan buruh yang 
terorganisir, progresif, dan 
berkeadilan sosial.*/YAT

SULTENG RAYA — Pen-
gurus Kabupaten Front Na-
sional Perjuangan Buruh 
Indonesia (PK FNPBI) Bang-
gai, mendeklarasikan Posko 
Pengaduan Tenaga Ker-
ja, sebagai pusat layanan 
pengaduan dan pengawalan 
kasus perselisihan hubun-
gan industrial di wilayah 
Kabupaten Banggai, Jumat 
(9/1/2026).

Posko ini dibentuk un-
tuk merespon banyaknya 
pengaduan buruh yang 
menghadapi persoalan PHK 
sepihak, upah tidak dibayar, 
pelanggaran hak norma-
tif, ancaman mutasi seme-
na-mena, hingga praktik 
union busting. Posko akan 
membuka layanan penga-
duan langsung maupun 
melalui kanal komunikasi 
yang disediakan.

Ketua Posko Pengaduan 
Buruh, Moh Arafat Adjadar, 
menyampaikan posko ini 
akan bekerja secara terbuka 
dan berpihak pada buruh. 
“Posko ini siap menerima 
setiap aduan buruh di se-

SEJUMLAH pengurus PK FNPBI Banggai saat berpose bersama 
di depan Posko Pengaduan Tenaga Kerja. FOTO: DOK PK FN-
PBI BANGGAI

FNPBI Banggai Deklarasi Posko 
Pengaduan Tenaga Kerja

luruh wilayah Kabupaten 
Banggai. Kami tidak hanya 
mencatat laporan, tapi juga 
akan mengawal kasus yang 
diadukan mulai dari bipar-
tit, mediasi di Disnaker, 
hingga proses persidangan 
di Pengadilan Hubungan 
Industrial (PHI) jika dibu-

tuhkan,” tegas Ketua Posko.
Ia menambahkan bahwa 

tim sudah menyiapkan jarin-
gan pendampingan hukum. 
“Kami telah menyiapkan 
pengacara rakyat di ibu 
kota provinsi untuk men-
dampingi buruh jika kasus 
berlanjut sampai ke PHI. 

Buruh tidak boleh dibiarkan 
berhadapan sendiri dengan 
perusahaan,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua PK 
FNPBI Banggai, Danar, me-
negaskan bahwa pembentu-
kan posko ini adalah bagian 
dari komitmen organisasi 
dalam membela hak-hak 
buruh.

“FNPBI Banggai hadir 
bukan hanya saat aksi, tetapi 
juga di saat buruh membu-
tuhkan bantuan konkret. 
Deklarasi posko ini adalah 
bentuk nyata keberpiha-
kan kami,” ujar Ketua PK 
FNPBI Banggai. Danar juga 
mengajak seluruh buruh 
untuk tidak takut melapor. 
"Jangan diam ketika hak di-
langgar. Laporkan ke posko. 
Kami akan dampingi secara 
organisasi, advokasi, dan 
hukum,” tambahnya.

Posko Pengaduan Tenaga 
Kerja PK FNPBI Banggai 
terbuka untuk seluruh pe-
kerja/buruh di sektor formal 
maupun informal, tanpa 
memandang status keang-
gotaan organisasi.*/YAT

SULTENG RAYA - Pres-
tasi membanggakan kembali 
ditorehkan kontingen Indo-
nesia di ajang SEA Games 
2025 Thailand. Indonesia 
sukses finis di posisi ke-
dua klasemen akhir setelah 
mengoleksi total 333 me-
dali, yang terdiri dari 91 
emas, 111 perak, dan 131 
perunggu.

Capaian tersebut tidak 
lepas dari kontribusi at-
let Polri dan atlet non-Pol-
ri yang tampil konsisten 
dan berdaya saing tinggi di 
berbagai cabang olahraga. 
Keberhasilan ini sekaligus 
mengharumkan nama bang-
sa Indonesia dan institusi 
Polri di kancah internasi-
onal.

Sebagai bentuk peng-
hargaan atas dedikasi dan 
prestasi para atlet, Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Pra-
bowo memberikan reward 
secara langsung. Kegiatan 
apresiasi ini berlangsung di 
The Tribrata, Darmawangsa, 
Jakarta Selatan pada Kamis 
(15/1/2026) malam.

Kapolri menyampaikan 
apresiasi kepada 38 personel 
Polri yang berhasil meraih 
medali pada SEA Games 
2025. Mereka dinilai telah 
menunjukkan semangat ju-
ang, profesionalisme, serta 
membawa nama Indonesia 
bersinar di tingkat dunia.

Salah satu personel yang 
menerima penghargaan 
adalah Brigpol Akyko Mi-
cheel Kapito, anggota Dit-
lantas Polda Sulteng yang 
berhasil menyumbangkan 
medali perunggu dari no-
mor women double.

Dalam pertandingan ter-
sebut, Brigpol Akyko tam-
pil berpasangan dengan 
Gabriella Jessica Pongbura 
asal Jawa Timur. Keduanya 
menunjukkan permainan so-
lid sejak babak awal hingga 
memastikan posisi di empat 
besar dan naik ke podium 

ANGGOTA Ditlantas Polda Sulteng, Brigpol Akyko Micheel Kapi-
to, memegang penghargaan dari Kapolri usai sukses meraih pe-
runggu di Sea Games 2025 Thailand, Kamis (15/1/2026) malam. 
FOTO: DOK POLDA SULTENG

Brigpol Akyko Kapito Terima Penghargaan Kapolri
RAIH PERUNGGU DI SEA GAMES 2025 THAILAND

posisi ketiga pada Sabtu 
(13/12/2025).

Selain kepada atlet Polri, 
Kapolri juga memberikan 
reward kepada 101 atlet 
non-Polri yang mencatatkan 
prestasi luar biasa. Menurut-
nya, para atlet tersebut me-
miliki potensi besar untuk 
bergabung dan berkembang 
bersama institusi Polri.

Oleh karena itu, Kapolri 
membuka kesempatan bagi 
atlet-atlet berprestasi terse-
but untuk bergabung men-
jadi anggota Polri melalui 
jalur Rekrutmen Proaktif 
atau Talent Scouting, seba-
gai upaya pembinaan pres-
tasi olahraga berkelanjutan.

“Kami membuka kesem-
patan bagi para atlet ber-
prestasi untuk bergabung 
melalui jalur rekrutmen 
proaktif, sehingga mereka 
tetap dapat mengembang-
kan prestasi sekaligus men-
gabdi sebagai bagian dari 
keluarga besar Polri,” ujar 
Kapolri.

Sementara itu, Kabidhu-

mas Polda Sulteng, Kom-
bes Pol Djoko Wienartono 
dalam keterangan tertu-
lisnya, Sabtu (16/1/2026) 
mengapresiasi capaian Brig-
pol Akyko. Ia menyebut 
prestasi tersebut menjadi 
kebanggaan Polda Sulteng 
dan diharapkan dapat me-

motivasi personel lainnya.
“Ini menunjukkan bahwa 

personel Polri tidak hanya 
profesional dalam tugas, 
tetapi juga mampu berpre-
stasi dan membawa nama 
baik institusi serta Indone-
sia di ajang internasional,” 
jelasnya.*/YAT

SULTENG RAYA – Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan 
Sulawesi Tengah, menerima 
kunjungan kerja dari Tim 
Survei Internal Kantor Pela-
yanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Palu pada 
Rabu (14/1/2026). 

Kunjungan ini bertuju-
an untuk melakukan pe-
ninjauan lapangan terkait 
pemanfaatan Barang Milik 
Negara (BMN), khususnya 
pada area gedung dan ban-
gunan kantin dan koperasi 
konsumsi.

Langkah ini merupakan 

bagian dari upaya LPKA 
Palu dalam memastikan 
seluruh aset negara dikelola 
secara transparan, akunta-
bel, dan memberikan nilai 
manfaat yang optimal bagi 
organisasi maupun masya-
rakat. Tim survei menyisir 
beberapa titik area ban-
gunan, namun fokus utama 
peninjauan kali ini adalah 
gedung kantin dan koperasi 
konsumsi. Hal ini dilakukan 
untuk memverifikasi kese-
suaian penggunaan lahan 
dan bangunan dengan re-
gulasi pengelolaan aset yang 
berlaku.

Jerry Caya Nugraha, salah 
satu staf keuangan LPKA 

TIM Survei Internal KPKNL Palu saat melakukan peninjauan lapangan ter-
kait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), khususnya pada area ge-
dung dan bangunan kantin dan koperasi konsumsi di kantor LPKA Palu 
pada Rabu (14/1/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

Optimalkan Pemanfaatan Aset, LPKA Palu 
Terima Kunjungan Tim Survei KPKNL

Palu yang mendampingi tim 
survei, memberikan penje-
lasan mendalam mengenai 
kondisi fisik dan operasi-
onal kantin saat ini. "Kami 
menyambut baik kehadiran 
tim dari KPKNL. Peninjauan 
ini sangat penting untuk 
memastikan bahwa peman-
faatan bangunan kantin dan 
koperasi konsumsi kami 
sudah sesuai dengan standar 
operasional prosedur (SOP) 
dan regulasi pengelolaan 
aset negara yang terbaru," 
ujar Jerry di sela-sela kegi-
atan.

Kepala LPKA Palu, Welli, 
menegaskan bahwa sinergi 
antara LPKA dan KPKNL 
adalah kunci dalam tata 
kelola administrasi yang 
bersih. Menurutnya, peman-
faatan aset seperti kantin 
bukan hanya soal fasilitas, 
tapi juga merupakan bentuk 
optimalisasi Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) 
jika dikelola dengan benar.

"Kunjungan ini memas-
tikan bahwa setiap jengkal 
bangunan di LPKA Palu me-
miliki legalitas pemanfaatan 
yang jelas. Kami berkomit-
men untuk terus berbenah 
dalam hal administrasi keu-
angan dan aset agar tetap 
sejalan dengan target kinerja 
tahun 2026," tegas Welli.

Kegiatan survei lapangan 
ini diharapkan dapat meng-
hasilkan rekomendasi teknis 
yang akan menjadi acuan 
bagi LPKA Palu dalam me-
ningkatkan produktivitas 
aset. Dengan adanya pen-
dampingan langsung dari 
KPKNL, LPKA Palu optimis 
dapat mempertahankan 
predikat pengelolaan BMN 
yang tertib dan berdaya 
guna.*/YAT
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masa transisi Gaza.
Menurut Shaath, komite 

itu bertugas menjadikan 
periode transisi sebagai fon-
dasi bagi kemakmuran Pa-
lestina yang berkelanjutan, 
setelah konflik berkepanjan-
gan yang melanda wilayah 
tersebut.

Ia menambahkan NCAG 
akan bekerja di bawah ara-
han Dewan Perdamaian 
yang diketuai Presiden 
Trump, serta mendapat 
dukungan dari Perwakilan 
Tinggi untuk Gaza.

“Misi kami adalah mem-
bangun kembali Jalur Gaza, 
tidak hanya dari sisi infra-
struktur, tetapi juga dari 
sisi semangat dan hara-
pan masyarakatnya,” ujar 

Shaath.
Dalam pernyataan itu 

disebutkan NCAG menar-
getkan pemulihan keama-
nan, pemulihan layanan 
dasar seperti listrik, air, 
kesehatan, dan pendidikan, 
serta penguatan tata kelola.

Tata kelola tersebut, 
menurut Shaath, akan ber-
landaskan perdamaian, 
demokrasi, dan keadilan, 
dengan standar integritas 
dan transparansi yang ting-
gi dalam setiap kebijakan.

Ia juga menegaskan komi-
te akan mendorong terben-
tuknya ekonomi produktif 
yang mampu mengurangi 
pengangguran dan membu-
ka peluang kerja yang lebih 
luas bagi warga Gaza.

“Kami memilih jalan da-
mai untuk mengamankan 
hak-hak Palestina yang 
sejati dan menentukan masa 
depan sendiri,” kata Shaath 
dalam pernyataannya.

Gedung Putih pada Jumat 
mengumumkan pembentu-
kan komite teknokratis baru 
untuk mengawasi transisi 
kekuasaan di Gaza sebagai 
bagian dari rencana 20 poin 
Presiden Trump.

Shaath sebelumnya men-
jabat sebagai wakil menteri 
di Otoritas Palestina dan 
dikenal sebagai figur te-
knokrat di kalangan peme-
rintahan Palestina.

Gedung Putih menggam-
barkan Shaath sebagai pe-
mimpin teknokratis yang 

dihormati, dengan tugas 
memulihkan layanan pu-
blik, membangun kembali 
institusi sipil, dan mensta-
bilkan kehidupan sehari-ha-
ri di Gaza.

Pernyataan itu juga men-
gumumkan pembentukan 
Dewan Eksekutif Gaza, 
yang melibatkan sejumlah 
tokoh internasional, terma-
suk Menteri Luar Negeri 
Turki Hakan Fidan dan 
utusan khusus AS Steve 
Witkoff.

Witkoff sebelumnya men-
gatakan fase kedua rencana 
gencatan senjata Gaza telah 
dimulai, dengan fokus pada 
demiliterisasi, pemerinta-
han teknokratis, dan rekon-
struksi wilayah tersebut. ANT

kades bersalah maka harus 
dilakukan pemeriksaan khu-
sus tersebut,” kata dia.

Diketahui berdasarkan 
laporan masyarakat bah-
wa honor perangkat desa 
selama dua bulan belum 
dibayarkan termasuk ada-
nya proyek pekerjaan fisik 

fiktif yang belum selesai 
dikerjakan.

Selanjutnya pencairan 
realisasi pendapatan Dana 
Desa (DD) dan Alokasi 
Dana Desa (ADD) tahap 
satu Desa Sigimpu men-
capai Rp416 juta.

Dari total itu yang sudah 

disalurkan sebesar Rp142 
juta atau 30,77 persen serta 
ada honor kader posyandu, 
perangkat desa yang belum 
dibayarkan mencapai Rp39 
juta.

Terdapat laporan lain-
nya seperti proyek pem-
bangunan drainase senilai 

Rp37 juta, pembangunan 
Talud sebanyak Rp83 juta, 
serta proyek pengadaan 
barang seperti umbul-um-
bul desa dan meja sekolah 
masing-masing item sebe-
sar Rp9 juta yang belum 
direalisasikan. ANT

Terkait penggabungan 
desa dalam satu koperasi, 
hal tersebut mengacu pada 
petunjuk teknis yang men-
gatur bahwa desa dengan 
jumlah penduduk di bawah 
500 kepala keluarga diarah-
kan untuk bergabung, per-
timbangan lainnya adalah 
keterbatasan SDM yang 
memahami pengelolaan 

koperasi.
“Saat ini koperasi masih 

dalam tahap penguatan 
kelembagaan. Minat masy-
arakat untuk menjadi ang-
gota cukup tinggi, namun 
jumlah anggota belum dapat 
dipastikan karena proses 
rekrutmen masih berjalan,” 
tuturnya.

Ia menjelaskan, koperasi 

sejatinya sudah dapat men-
jalankan aktivitas usaha 
sejak terbentuk, karena jenis 
usaha telah dimusyawarah-
kan dalam proses pendirian. 
Namun, pelaksanaan usaha 
masih menunggu kesiapan 
modal dan sarana pendu-
kung.

Pemerintah pusat, kata 
dia, menargetkan setiap 

koperasi memiliki gerai 
standar yang akan diban-
gun secara bertahap, pem-
bangunan gerai tersebut 
diharapkan dapat dimulai 
pada Maret.

“Meski realisasinya ber-
gantung pada kesiapan la-
han di masing-masing desa 
dan kelurahan. ANT

kan rangkaian tali-temali 
berteknik vertikal rescue 
melalui jalur pendakian un-
tuk kemudian diidentifikasi 
lebih lanjut di posko utama.

Selain penemuan korban, 
Basarnas juga menyampai-
kan bahwa tim petugas me-
nemukan sejumlah serpihan 
pesawat lainnya yang beru-
pa bagian rangka dan kursi.

Operasi SAR dinyatakan 
masih berlangsung dengan 
mempertimbangkan medan 
yang curam pada ketinggian 
sekitar 1.200 meter di atas 
permukaan laut, serta kondi-
si cuaca yang cepat berubah.

Basarnas masih bekerja 
untuk mencari dan menge-
vakuasi para penumpang 
beserta awak pesawat yang 
menjadi korban dengan me-
lakukan penyisiran lanjutan 
di sekitar lokasi temuan.

Operasi SAR tersebut me-
libatkan sekitar 376 personel 
tim gabungan dari Basarnas, 
TNI, Polri serta unsur poten-
si SAR lainnya, termasuk 
organisasi Mahasiswa Pen-
cinta Alam (Mapala).

Pesawat ATR 42-500 den-
gan registrasi PK-THT sebe-
lumnya dilaporkan hilang 
kontak dan ditemukan pada 
Ahad pagi.

Berdasarkan data manifest 

penerbangan yang diperba-
harui, pesawat ATR tersebut 
mengangkut 10 orang, ter-
masuk awak pesawat.

Di dalamnya terdapat 
tiga pegawai Kementerian 
Kelautan dan Perikanan 
(KKP), yakni Ferry Irawan 
selaku analis kapal penga-
was, Deden Mulyana seba-
gai pengelola barang milik 
negara, serta Yoga Naufal 
sebagai operator foto udara.

Sementara itu, produsen 
pesawat asal Prancis, ATR, 
mendukung penuh proses 
investigasi hilangnya kon-
tak (loss contact) pesawat 
udara jenis ATR 42-500 den-
gan registrasi PK-THT yang 
dioperasikan Indonesia Air 
Transport (IAT).

M a n a j e m e n  A T R 
menyampaikan fokus utama 
saat ini adalah para kru dan 
penumpang yang menjadi 
korban atas insiden tersebut.

“ATR telah menerima 
informasi bahwa sebuah ke-
celakaan terjadi di Indonesia 
yang melibatkan ATR 42-
500. Pikiran pertama kami 
tertuju kepada semua pihak 
yang terkena dampak kece-
lakaan tersebut. Para spesia-
lis ATR sepenuhnya terlibat 
untuk mendukung investi-
gasi yang dipimpin otoritas 

Indonesia dan operator,” 
tulis pernyataan ATR dalam 
laman resminya, atr-aircraft 
pada Ahad (18/1/2026).

Sebelumnya, pesawat 
ATR 42-500 buatan 2000 den-
gan nomor seri 611 tersebut 
melaksanakan penerbangan 
dari Yogyakarta Adi Sucipto 
(JOG) menuju Makassar 
Sultan Hasanuddin (UPG), 
dengan Pilot in Command 
Capt. Andy Dahananto pada 
Sabtu (17/1/2026).

Berdasarkan informasi 
kronologis, pada pukul 04.23 
UTC, pesawat diarahkan 
oleh Air Traffic Control 
Makassar Area Terminal 
Service Center (MATSC) un-
tuk melakukan pendekatan 
ke landasan pacu RWY 
21 Bandar Udara Sultan 
Hasanuddin Makassar.

“Dalam proses pende-
katan, pesawat teridentifi-
kasi tidak berada pada jalur 
pendekatan yang sehar-
usnya, sehingga Air Traffic 
Control (ATC) memberikan 
arahan ulang kepada awak 
pesawat untuk melakukan 
koreksi posisi,” ujar Direk-
tur Jenderal Perhubungan 
Udara, Lukman F Laisa.

Lukman mengatakan tar-
get pencarian di pegunun-
gan kapur Bantimurung, 

desa Leang-leang, kabupa-
ten Marros dan menjadi Pos-
ko Basarnas di dekat lokasi.

Dia menyampaikan pen-
carian lanjutan direncana-
kan dilakukan melalui pe-
nerbangan helikopter TNI 
Angkatan Udara bersama 
Basarnas yang dijadwalkan 
pada pukul 16.25 WITA.

Lukman mengatakan 
AirNav Indonesia saat ini 
juga tengah menyiapkan 
penerbitan Notice to Airmen 
(NOTAM) terkait kegiatan 
pencarian dan pertolon-
gan (Search and Rescue). 
Dia menyampaikan jumlah 
orang di dalam pesawat 
(Persons on Board/POB) di-
laporkan sebanyak 10 orang, 
terdiri atas tujuh awak pesa-
wat dan tiga penumpang.

“Direktorat Jenderal Per-
hubungan Udara terus me-
lakukan koordinasi intensif 
melalui Kantor Otoritas 
Bandar Udara Wilayah V 
Makassar dengan AirNav 
Indonesia, Basarnas, opera-
tor penerbangan, TNI Ang-
katan Udara, serta instansi 
terkait lainnya guna meman-
tau perkembangan situasi 
dan memastikan langkah 
penanganan berjalan opti-
mal,” kata Lukman. ROL

gol yang lahir dari skema 
serangan cepat. Tendan-
gan mendatar Muh Fadil 
Anwar sempat membentur 
tiang, namun bola meman-
tul mengenai badan kiper 
Rais sebelum bergulir ma-
suk ke gawang. Pasir Putih 
unggul 1-0.

Tertinggal lebih dulu, 
Khatulistiwa tak panik. Tim 
yang mengandalkan penuh 
pemain lokal ini perlahan 
mengambil alih kendali 
permainan. Trio Arlan, 
Delon, dan Agus mulai 
rajin menggedor pertaha-
nan Pasir Putih. Usaha itu 
berbuah hasil pada menit 
ke-32. Arlan melepas sepa-
kan keras menyusur tanah 
ke sudut kanan gawang 
yang gagal diantisipasi 
kiper Riski Buko. Skor kem-
bali imbang 1-1.

Momentum berbalik ke 
kubu Khatulistiwa. Lima 
menit berselang, Adri men-
catatkan namanya di papan 
skor. Menerima umpan 
di lini tengah, Adri mele-
wati satu pemain sebelum 
menaklukkan Riski Buko 
dengan penyelesaian din-
gin. Khatulistiwa berbalik 
unggul 2-1.

Memasuki babak kedua, 
tempo laga semakin me-
ningkat. Kedua tim saling 
bertukar serangan, namun 
Khatulistiwa tampil le-
bih efektif dan disiplin. 
Keunggulan mereka sema-
kin menjauh di menit ke-71 
lewat aksi gemilang pemain 
pengganti, Zidan. Sang 
supersub melakukan solo 
run dari sisi kiri, menusuk 
ke tengah, melewati dua 
pemain, lalu melepaskan 

tembakan akurat ke sudut 
sempit gawang. Skor be-
rubah menjadi 3-1.

P a s i r  P u t i h  b e l u m 
menyerah. Di penghujung 
laga, mereka mendapat 
hadiah penalti setelah salah 
satu pemain dijatuhkan di 
kotak terlarang. Muhamad 
Ariya yang maju sebagai 
eksekutor sukses men-
jalankan tugasnya untuk 
memperkecil ketertingga-
lan menjadi 2-3. Namun gol 
tersebut tak cukup menye-
lamatkan Pasir Putih dari 
kekalahan.

Dengan hasil ini, Pasir 
Putih Tumpapa dipastikan 
menjadi tim pertama yang 
tersingkir dari Turnamen 
Gubernur BERANI Cup 
2026, setelah sebelumnya 
juga takluk 0-2 dari Bha-
yangkara Jurnalis. AJI

“Dari dua bakal calon, 
yakni Ibu Faradiba Zae-
nong dan Bapak Harto-
no, SH, hanya satu yang 
dinyatakan memenuhi se-
luruh persyaratan penca-
lonan. Berdasarkan hasil 
verifikasi panitia, dokumen 
Ibu Faradiba lengkap dan 
sesuai ketentuan,” ujar Ma-
hamuddin.

Menurutnya, pengu-
muman tersebut memang 
menjadi agenda resmi pa-
nitia pada 18 Januari, se-
suai tahapan Mukab yang 
telah ditetapkan. Proses 
verifikasi dilakukan seca-
ra ketat dengan mengacu 
pada ketentuan organisasi 
dan persyaratan yang telah 
disepakati bersama.

Panitia menemukan se-
jumlah kekurangan admi-
nistrasi pada bakal calon 

Hartono, SH. Di antaranya 
tidak terpenuhinya bukti 
keanggotaan Kadin yang 
sah dan masih berlaku, su-
rat keterangan domisili usa-
ha selama tiga tahun ber-
turut-turut, serta dukungan 
tertulis dari minimal satu 
anggota biasa Kadin.

Selain itu, Hartono juga 
belum melampirkan surat 
pernyataan tidak pernah 
dipidana yang dibuktikan 
dengan keterangan dari 
pengadilan, dokumen visi, 
misi, dan program kerja, 
serta belum menyelesaikan 
kewajiban biaya adminis-
trasi pencalonan sebesar 
Rp25 juta.

“Sebaliknya, seluruh do-
kumen yang dipersyarat-
kan telah dipenuhi oleh 
Ibu Faradiba Zaenong, 
termasuk kewajiban admi-

nistrasi. Karena itu, panitia 
menetapkan hanya satu 
calon yang lolos sebagai 
calon Ketua Kadin Kabupa-
ten Parigi Moutong,” tegas 
Mahamuddin.

Dengan hanya satu ca-
lon yang memenuhi sya-
rat, Mukab Kadin Parigi 
Moutong berpeluang besar 
berjalan secara aklama-
si. Tahapan selanjutnya, 
kata Mahamuddin, sete-
lah pelaksanaan Mukab, 
akan dilanjutkan dengan 
pelantikan pengurus Kadin 
Parigi Moutong periode 
2026–2031 pada tanggal 24 
Januari 2026.

“Pelantikan pengurus 
direncanakan akan diha-
diri oleh Bapak Gubernur 
Sulawesi Tengah, Dr H 
Anwar Hafid, MSi,” pung-
kasnya. AJI

S U L T E N G  R A Y A 
-  Wakil Sekretaris Jen-
deral  PBB  Jorge Moreira 
da Silva menyoroti  kri-

s is  kemanusiaan  yang 
kian memburuk di  Jalur 
Gaza  dan mencatat terd-
apat lebih dari 60 juta ton 

metrik  puing  yang me-
numpuk di wilayah tersebut 
akibat kehancuran yang 
disebabkan Israel.

“Saya baru saja kembali 
dari Gaza, di mana krisis 
kemanusiaan semakin mem-
buruk,” kata Jorge Moreira 

PBB: Krisis Kemanusiaan di Gaza 
Memburuk, 60 Juta Ton Puing Menumpuk

WAKIL Sekretaris Jenderal PBB Jorge Moreira da Silva menyoroti krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Jalur Gaza dan mencatat terdapat 
lebih dari 60 juta ton metrik puing yang menumpuk di wilayah tersebut. (ilustrasi). FOTO: EPA-EFE/MOHAMMED SABER

da Silva, yang juga menjabat 
Direktur Eksekutif Kantor 
PBB untuk Layanan Proyek 
(United Nations Office for 
Project Services/UNOPS), 
dalam sebuah pernyataan 
pada Kamis (15/1/2026), di-
lansir dari Anadolu Agency.

Ia menuturkan warga 
Gaza kelelahan, mengalami 
trauma, dan kewalahan. 
Selain itu, kondisi musim 
dingin yang keras serta 
hujan lebat pada pekan ini 
menggandakan penderitaan 
dan keputusasaan masya-
rakat.

Menggambarkan tingkat 
kehancuran sebagai sangat 
luar biasa, da Silva menyata-
kan bagi anak-anak, kehidu-
pan sehari-hari kini ditandai 
oleh kehilangan dan trauma. 
“Gaza memiliki lebih dari 
60 juta ton puing, setara 
kapasitas hampir 3.000 kapal 
peti kemas. Rata-rata setiap 
orang di Gaza saat ini dike-
lilingi oleh 30 ton puing,” 
ucapnya.

Pejabat PBB itu mem-
perkirakan dibutuhkan 
lebih dari tujuh tahun un-
tuk membersihkan seluruh 
puing tersebut.

Menyampaikan dukun-
gan UNOPS dalam pem-
bersihan puing, pemulihan 
energi, pengelolaan limbah, 
dan penyediaan tempat ting-
gal, da Silva menegaskan 
lembaganya terus mema-
sok  bahan bakar  yang san-
gat dibutuhkan untuk tujuan 
kemanusiaan.

Ia menyebut bahan bakar 
sebagai tulang punggung 
operasi kemanusiaan di 
Gaza, serta memperingat-
kan bahwa tanpa bahan 
bakar, rumah sakit tidak 
dapat menjalankan layanan 
kesehatan penyelamat nya-
wa, sementara sistem air 
dan sanitasi akan berhenti 
beroperasi.

Kekurangan bahan bakar 
juga akan menyebabkan 
bantuan pangan tidak dapat 
didistribusikan, serta komu-

nikasi dan transportasi bagi 
petugas tanggap darurat te-
rancam. “Tim kami juga be-
kerja sama dengan UN Mine 
Action untuk membantu 
masyarakat menghadapi 
risiko luas dari sisa-sisa 
bahan peledak yang belum 
meledak,” ujarnya.

Lebih lanjut, da Silva 
menyambut pengumuman 
Amerika Serikat terkait tran-
sisi ke fase kedua rencana 
gencatan senjata di Gaza. 
“Ini harus benar-benar men-
jadi awal dari rekonstruksi. 
Pemulihan awal harus se-
gera dimulai, termasuk  pe-
mulihan  akses terhadap 
layanan dasar,” katanya.

Menekankan persoalan 
puing, Wakil Sekretaris 
Jenderal PBB itu menam-
bahkan bahwa persoalan 
tersebut bukan hanya soal 
volumenya, tetapi juga isi 
puing, seperti asbes, sisa-si-
sa jasad manusia, atau bahan 
peledak yang belum mele-
dak. ROL

SULTENG RAYA - Viet-
nam bakal dikepung oleh 
raksasa Asia Timur di ba-
bak semifinal Piala Asia 
U-23 2026. Berikut daftar 
empat tim negara yang 
berhasil lolos ke semifinal 
Piala Asia U-23 2026.

Dua tim yang memasti-
kan diri lolos ke semifinal 
pada laga Sabtu (17/1) 

adalah China dan Korea 
Selatan. Keduanya berhasil 
memenangkan duel sengit 
lawan raksasa Asia lainnya.

China lolos ke semifinal 
setelah menang adu pe-
nalti lawan Uzbekistan. Di 
waktu normal, kedua tim 
bermain imbang tanpa gol.

Pada momen adu penalti, 
China menang dengan skor 

Daftar 4 Tim Negara Lolos 
Semifinal Piala Asia U-23: 

Keajaiban Vietnam
4-2. Penalti Wang Bohao 
menjadi penentu kemenan-
gan China atas Uzbekistan.

Sementara itu Korea Se-
latan menyingkirkan Aus-
tralia. Korea mengalahkan 
Australia dengan skor 2-1 
lewat gol Baek Ga On dan 
Shi Min Ha. Australia sem-
pat menyamakan skor jadi 
1-1 lewat gol Luka Jovano-
vic di menit ke-51.

Hasil ini membuat China 
dan Korea Selatan menyu-
sul langkah Vietnam dan 
Jepang. Vietnam dan Jepang 
sudah lebih dulu memasti-
kan tiket ke babak semifinal 
Piala Asia U-23 sehari sebe-
lumnya.

Dengan kondisi begitu, 
di babak semifinal, Vietnam 
dikepung oleh tiga raksasa 
Asia Timur. Vietnam akan 
menghadapi China sedang-
kan Jepang akan bertarung 
melawan Korea.

Laga semifinal akan di-
gelar pada Selasa (20/1) di 
Jeddah. Sedangkan partai fi-
nal akan digelar pada Sabtu 
(24/1). CNN

VIETNAM bakal bertarung melawan China di semifinal Piala Asia 
U-23 2026. FOTO: DOK.VFF/AFC
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Kegiatan yang berlangs-
ung di Gedung Pogombo, 
Kantor Gubernur Sulawesi 
Tengah, tersebut dirangkai-
kan dengan peringatan Isra 
Mi’raj Nabi Muhammad 
SAW 1447 Hijriah. 

Acara ini mengusung 
tema “Rekonstruksi Gera-
kan: Membangun Perisai 
Syarikat Islam sebagai Labo-

ratorium Peradaban Pereko-
nomian Rakyat.”

Acara pelantikan dihadiri 
oleh sejumlah tokoh pen-
ting, di antaranya Kapolda 
Sulawesi Tengah Irjen Pol 
Dr. Endi Sutendi, S.I.K., S.H., 
M.H., Ketua Umum Pimpi-
nan Pusat Perisai Syarikat 
Islam Aditya Yusma, serta 
Ketua Pimpinan Wilayah 

SULTENG RAYA-Peme-
rintah Provinsi Sulawesi 
Tengah mengapresiasi peran 
Badan Amil Zakat Nasional 
(Baznas) dalam meningkat-
kan kesejahteraan masy-
arakat serta mendukung 
penurunan angka kemis-
kinan melalui kolaborasi 
dengan pemerintah daerah.

Wakil Gubernur Sulteng 
Reny A. Lamadjido di Palu, 
Sabtu (17/1/2026) menyam-
paikan apresiasi atas peran 
dan kontribusi Baznas yang 
dinilai konsisten membantu 
masyarakat, khususnya ke-
lompok rentan dan kurang 
mampu.

Ia menyebut berbagai pro-
gram sosial yang dilaksana-
kan Baznas dalam rangka 
Hari Ulang Tahun (HUT) 
ke-25 Baznas sejalan dengan 
program Pemerintah Pro-
vinsi Sulawesi Tengah.

Adapun sejumlah pro-
gram sosial tersebut meli-
puti pemeriksaan kesehatan 
gratis, anjangsana pasien 
dhuafa di rumah sakit, 

sunatan massal, penyaluran 
bantuan sembako, bantuan 
bagi lansia dan penyandang 
disabilitas, beasiswa pendi-
dikan, serta bantuan iuran 
BPJS Kesehatan,

“Program-program ini 
sejalan dengan program Be-
rani Sehat dan Berani Cerdas 
yang dijalankan pemerintah 
daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Wagub me-
nekankan pentingnya siner-
gi dan pelaporan terintegrasi 
antara Baznas dan peme-
rintah daerah, khususnya 
dalam penyaluran beasiswa, 
guna menghindari tumpang 
tindih bantuan dan me-
mastikan penyaluran tepat 
sasaran.

Pada kesempatan itu, ia 
juga mengajak masyarakat 
memanfaatkan Program Cek 
Kesehatan Gratis (CKG) dari 
pemerintah pusat yang ter-
sedia di seluruh puskesmas 
di Sulawesi Tengah.

Pemprov Sulteng, kata 
dia, berharap pada momen-
tum HUT ke-25 ini, Baznas 

semakin profesional dan 
transparan serta memberi-
kan dampak nyata dalam 
mendukung penurunan 
angka kemiskinan melalui 
kolaborasi dengan pemer-
intah daerah.

Sementara itu, Ketua 
Baznas Provinsi Sulawesi 
Tengah, Hatamuddin Tam-
rin mengatakan peringatan 
HUT ke-25 menjadi mo-
mentum untuk memperkuat 
peran zakat dalam mening-
katkan kesejahteraan umat.

Ia mengatakan Baznas 
akan terus menyempurna-
kan program, baik dari sisi 
kualitas maupun kuantitas, 
agar manfaat zakat semakin 
dirasakan masyarakat.

“Zakat menguatkan In-
donesia. Insya Allah pro-
gram-program Baznas yang 
kami laksanakan dapat 
memberikan manfaat nyata 
bagi masyarakat Sulawesi 
Tengah dan akan terus kami 
sempurnakan, baik dari sisi 
kualitas maupun kuantitas,” 
ujarnya. ANT

WAGUB Sulteng Reny A Lamadjido menghadiri kegiatan HUT ke-25 Baznas di Palu, Sabtu. FOTO: 
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Pemprov Sulteng Apresiasi Baznas 
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

ASISTEN Bidang Pemerintahan dan Kesra Usman, menghadiri Pelantikan Wilayah Cabang Perisai Syarikat Islam Sulawesi Tengah. 
Sabtu (17/01/2026). FOTO PPID KOMINFO PALU

Perisai Syarikat Islam, 
Diharapkan Jadi Laboratorium 

Perekonomian Rakyat

SULTENG RAYA- Pemerintah Kota Palu 
diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat 
Daerah Kota Palu, Usman, menghadiri Pelan-
tikan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Ca-
bang Perisai Syarikat Islam Sulawesi Tengah 
Periode 2025–2030, pada Sabtu (17/01/2026).

Syarikat Islam Sulawesi Ten-
gah Dr. H. Husein Hi. Moh. 
Saleh, M.Si.

Asisten Usman menyam-
paikan apresiasi dan ucapan 
selamat kepada jajaran pen-
gurus Perisai Syarikat Islam 
yang baru dilantik. 

Pemerintah berharap Pe-
risai Syarikat Islam dapat 
terus berperan aktif sebagai 
mitra strategis pemerintah 
dalam memperkuat pere-
konomian rakyat, menum-
buhkan semangat keman-
dirian, serta membangun 
peradaban masyarakat yang 
berlandaskan nilai-nilai kei-
slaman.

Dalam pelantikan ter-
sebut, Muh. Tawab resmi 
terpilih dan dilantik seba-

gai Ketua Pimpinan Wila-
yah Perisai Syarikat Islam 
Sulawesi Tengah periode 
2025–2030. 

Pelantikan ini diharapkan 
menjadi momentum kon-
solidasi organisasi untuk 
memperkuat gerakan Perisai 
Syarikat Islam di Sulawesi 
Tengah dalam mendukung 
pembangunan daerah dan 
kesejahteraan masyarakat.

Acara berlangsung khi-
dmat dan ditutup dengan 
tausiyah dalam rangka pe-
ringatan Isra Mi’raj Nabi 
Muhammad SAW, yang 
mengajak seluruh hadirin 
untuk memperkuat iman, 
ukhuwah, dan kontribusi 
nyata bagi umat dan bang-
sa. ABS

Pengajian rutin kali ini 
dilaksanakan oleh Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendi-
dikan (FKIP) Unismuh Palu 
dengan mengangkat tema 
“Mendidik dengan Ketela-
danan: Metode Pendidikan 

ala Rasulullah SAW”. Kegi-
atan berlangsung di Masjid 
Ulil Albab Unismuh Palu, 
Sabtu (17/1/2026).

Kegiatan tersebut diha-
diri langsung oleh Rektor 
Unismuh Palu Prof. Dr. H. 

KETUA Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Ten-
gah, H. Amin Parakkasi, S.Ag., M.Hi., sebagai narasumber pada 
pengajian rutin LP2AIK Unismuh Palu, di Masjid Ulil Albab Unis-
muh Palu, Sabtu (17/1/2026). FOTO: IST

Pengajian LP2AIK Unismuh Palu Bahas 
Metode Pendidikan ala Rasulullah SAW

SULTENG RAYA-Universitas Muhamma-
diyah (Unismuh) Palu melalui Lembaga 
Pembinaan dan Pengembangan Al-Islam 
dan Kemuhammadiyahan (LP2AIK) kembali 
menggelar pengajian rutin yang dilaksana-
kan dua pekan sekali atau dua kali dalam 
sebulan. Kegiatan tersebut menghadirkan 
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 
(PWM) Sulawesi Tengah, H. Amin Parakkasi, 
S.Ag., M.Hi., sebagai narasumber.

Rajindra, S.E., M.M., para 
Wakil Rektor, ketua-ketua 
lembaga, dekan dan wa-
kil dekan, serta dosen dan 
mahasiswa di lingkungan 
Unismuh Palu.

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., 
M.M., dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa pen-
gajian rutin yang diseleng-
garakan LP2AIK memiliki 
peran penting dalam mem-
berikan pemahaman keisla-
man yang mencerahkan bagi 
seluruh civitas akademika. 
Menurutnya, kegiatan terse-
but menjadi wadah pembin-
aan spiritual sekaligus pen-
guatan nilai-nilai Al-Islam 
dan Kemuhammadiyahan di 
lingkungan kampus.

“Pengajian seperti ini san-

gat penting untuk terus me-
numbuhkan kesadaran dan 
pemahaman yang mencer-
ahkan, sehingga nilai-nilai 
keislaman dapat terinter-
nalisasi dalam kehidupan 
akademik dan keseharian 
civitas akademika Unismuh 
Palu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua 
PWM Sulawesi Tengah, 
H. Amin Parakkasi, S.Ag., 
M.Hi., dalam materinya 
menekankan pentingnya 
pendidikan keteladanan 
sebagaimana yang dicontoh-
kan oleh Rasulullah SAW. Ia 
menjelaskan bahwa proses 
mendidik anak harus dia-
wali dengan kesiapan orang 
tua, khususnya seorang ibu, 
sebagai madrasah pertama 
dalam kehidupan anak.

Menurut Amin Parakkasi, 
kesiapan seorang ibu dalam 
mengasuh dan mendidik 
anak sangat menentukan 
pembentukan karakter dan 
nilai-nilai keislaman sejak 
dini. 

“Jika seorang ibu tidak 
siap dalam mengasuh dan 
mendidik anak, maka anak 
akan tumbuh jauh dari ni-
lai-nilai yang diajarkan Ra-
sulullah SAW,” tegasnya.

Ia berharap melalui pen-
gajian rutin ini, para pendi-
dik dan civitas akademika 
Unismuh Palu dapat sema-
kin memahami pentingnya 
keteladanan dalam pendi-
dikan, sehingga mampu 
melahirkan generasi yang 
berakhlak mulia dan berlan-
daskan nilai-nilai Islam. ENG
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